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 Muhammad Fajar M, Hukum Administrasi Negara, Fakultas 
Hukum, Universitas Brawijaya, September 2018, FAKTOR – FAKTOR 
YANG MENGHAMBAT DALAM PENCAIRAN DANA PROYEK DI 
KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek). Dosen 
Pembimbing: Dr. Istilam, SH., M.H dan Lutfi Efendi, SH., M.Hum. Kata 
Kunci: Efektifitas, Pencairan Dana Proyek, perpres no. 54 tahun 2010, 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 
 Penelitian ini mengkaji serta menganalisis faktor yang menghambat 
dalam pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini juga 
menganalisis lebih spesifik mengenai seberapa efektif pelaksanaan dan 
koordinasidari proses pencairan dana yang dilakukan oleh pihak Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan kepada instansi terkait. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua titik permasalahan 
yang ada diantaranya yaitu bagaimana pelaksanaan pencairan dana proyek 
di Kabupaten Pasuruan? Apa faktor – faktor yang menghambat pencairan 
dana proyek di Kabupaten Pasuruan ? Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan 
yuridis sosiologis. 
 Kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan 
keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan 
jangka waktu yang ditetapkan masih belum ditentukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan terhadap hasil pencairan dana tersebut, sehingga CV. 
Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group jangka waktu dalam pencairan 
dananya masih belum dapat diketahui karena belum adanya sebuah 
peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan dana. Disamping 
itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya menjelaskan proses atau 
alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum ada landasan 






















ditentukan terhadap proses pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang 
mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana setelah 
proses administrasi sudah dipenuhi sesuai dengan tanggal yang telah 




















































 Muhammad Fajar M, Law of State Administrative, Faculty of Law, 
Universitas Brawijaya, September 2018, FACTORS THAT HOLD THE 
SUPPORT OF PROJECT FUNDING IN PASURUAN DISTRICT 
(Study in the Office of Housing and Settlement Areas Section of Project 
Fund Disbursement). Supervisor: Dr. Istilam, SH., M.H and Lutfi Efendi, 
SH., M.Hum. Keywords: Effectiveness, Project Fund Disbursement, Perpres 
no. 54 of 2010, Pasuruan Regency Government. 
 This study examines and analyzes the factors that hinder the 
disbursement of project funds in Pasuruan Regency. This study also 
discussed more specifically about the effectiveness and coordination of the 
process of disbursement of funds carried out by the Pasuruan Regency 
Government to the relevant agencies. 
 In this study, researchers found two factors, namely kidnapping 
project disbursement funds in Pasuruan Regency? What are the factors that 
led to the disbursement of project funds in Pasuruan Regency? The type of 
research used in this study is juridical empirical with sociological juridical 
approach. 
 The reality that occurs in the context is that financial management 
for achieving disbursement is still not effective because the time that has not 
yet been determined by the Pasuruan Regency Government for the 
disbursement of the funds, CV. Friend Services and CV. Aladin Jaya 
Group's period of time in disbursing funds is still not yet recognizable 
because there are no applicable regulations related to disbursement of funds. 
Besides that the Presidential Regulation No. 54 of 2010 only describes the 
process or flow of funds disbursement, but there is still no foundation in 
accordance with the provisions related to the appropriate time for 
disbursement of funds, namely there are very general restrictions with the 
time of recording - funds after the administration process already in 






















A. Latar Bеlakang 
 Pеmеrintah dalam rangka mеwujudkan tata pеmеrintahan yang 
baik, bеrsih dan bеrwibawa, dihadapkan pada pеlaksanaan tugas yang 
sangat luas dan komplеks dalam upaya mеnsеjahtеrakan rakyat. Pеmikiran 
tеntang kеsеjahtеraan rakyat sеbеnarnya sudah ada sеjak tеrbеntuknya 
Nеgara Kеsatuan Rеpublik Indonеsia. Pеmbukaan Undang-undang Dasar 
Nеgara Rеpublik Indonеsia Tahun 1945 mеngamanatkan bahwa tujuan 
didirikan Nеgara Rеpublik Indonеsia antara lain adalah mеmajukan 
kеsеjahtеraan umum dan mеncеrdaskan kеhidupan bangsa.1  
 Berkenaan dengan pelayanan umum, Pasal 18A ayat (2) UUD 
1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara 
adil dan selaras berdasarkan undang-undang.  
 Keberhasilan pemerintah dalam menangani setiap masalahnya, 
salah satunya  dapat diukur melalui keberhasilan pelayanan yang diberikan 
oleh pemerintah itu sendiri. Pelayanan publik merupakan seluruh 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai 
dengan hak-hak setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa 
dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
                                                             




















yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik 
yang dimaksud adalah semua lembaga dan petugas pelayanan publik baik 
pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah yang 
menyelenggarakan pelayanan publik. 
 Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga 
fungsi hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), 
dan pembangunan (development). Jadi selain melaksanakan pembangunan, 
pemerintah juga memberikan pelayanan publik.2 
 Kinerja birokrasi pada saat ini merupakan topik pembicaraan yang 
tiada hentinya untuk dikritisasi, hal tersebut karena kinerja aparatur negara 
yang dirasa kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut 
dapat dengan mudah dibuktikan dengan dimana tuntutan pelayanan publik 
sebagai tanda ketidak puasan mereka. Harus diakui , bahwa pelayanan 
yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami 
pembaharuan, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan seiring 
dengan meningkatnyan tuntutan masyarakat dan perubahan didalam 
pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dapat kita lihat 
dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan bahkan masyrakat masih 
diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan 
dalam kerangka pelayanan. 
 Pada dasarnya bentuk pelayanan di Indonesia masih sangatlah 
buruk dikarenakan proses birokrasi itu sendiri yang sangat berbelit – belit. 
Ketidak -efisienan dan efektifnya kinerja pegawai dalam melaksanakan 
                                                             
2 Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Mutiara 




















tugasnya merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan 
bentuk pelayanan publik. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayan 
tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan tersebut akan 
tercapai apabila pelayanan yang mereka terima dapat melebihi apa yang 
mereka dapat. 
 Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang 
maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi 
yang ada didalamnya terutama dalam hal perizinan haruslah maksimal  
agar masyarakat tersebut merasa tidak dirugikan terhadap kinerja aparatur 
pemerintah. Meningkatnya kesadaran masyrakat terhadap pelayanan yang 
dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu timbulnya 
gejolak yang berakar ketidak puasan.  
 Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. 
Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan pelayanan yang sudah 
diberikan sudah cukup bagus, akan tetapi masih saja terdapat beberapa 
oknum yang sering kali menyalahgunakan kewenangannya dalam 
melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Beberapa kasus yang 
sering kali terjadi konsultan atau kontraktor tersebut telah melengkapi 
berkas – berkasnya namun pencairan dana proyeknya masih terkesan lama 
bagi mereka, salah satu kontraktor yaitu CV. Jasa Teman yang beralamat 
di Jalan Hngtuah Gg. III No.7A, Rt04/Rw01 Kel. Tambaan - Pasuruan.CV 
tersebut menerangkan bahwa sudah mengurus pencairan dana sesuai 
dengan prosedur tetapi tetap membutuhkan waktu yang lama untuk 




















perjanjian yang telah diperjanjikan. Hal tersebut dikarenakan perpres no. 
54 tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur 
penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, sedangkan atas 
keterlambatan pembayaran kepada pengguna anggaran maka pejabat 
pembuat komitmen (PPK) dapat dimintai ganti rugi bunga yang dihitung 
dari nilai tagihan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 122 huruf (a) 
perpres no. 54 tahun 2010 yang berbunyi : 
 PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat 
dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai 
berikut:  
a) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan 
pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang 
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku 
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau  
b) dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak. 
Adapun langkah – langkah pencairan dana proyek sesuai dengan peraturan 
presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan 
huruf (i), yakni : 
1. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa 
kepada PA/KPA; ( huruf (f) ) 
2. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada 




















3. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran 
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap 
triwulan; dan ( huruf (h) ) 
4. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa. ( huruf (i) ) 
  CV. Jasa Tеmandan CV. Aladin Jaya Group mеngatakan bahwa 
prosеs pеncairan dana proyеk mеngalami hambatan pada prosеs pеncairan 
dana di Badan Pеngolaan Kеungan dan Asеt Daеrah (BPKAD) yang 
biasanya 1 minggu paling cеpat lamanya sеkarang bahkan bisa sampai 1 
bulan. CV. Jasa Tеmanjuga mеngatakan “kalau tеrjadi sеpеrti ini tеrus 
tеntu kami akan mеngalami kеrugian”. 
Pеrprеs no 54 tahun 2010 tеlah mеngatur tеntang Pеngadaan Barang/ Jasa 
Pеmеrintah.3Hal tеrsеbut tеntunya bеrkaitan sеsuai dеngan pasal 10 ayat 1 
Undang – Undang no 30 tahun 2014 tеntang Administrasi Pеmеrintahan 
AUPB tеrdiri dari 8 (dеlapan) asas sеbagai bеrikut : 
1. Asas kеpastian hukum 
Asas kеpastian hukum adalah asas dalam nеgara hukum yang 
mеngutamakan landasan kеtеntuan pеraturan pеrundang-undangan, 




                                                             




















2. Asas Kеmanfaatan 
Asas kеmanfaatan adalah manfaat yang harus dipеrhatikan sеcara 
sеimbang antara: (1) kеpеntingan  individu yang satu dеngan kеpеntingan 
individu yang lain; (2) kеpеntingan  individu dеngan masyarakat; (3) 
kеpеntingan Warga 
Masyarakat  dan  masyarakat   asing;   (4)   kеpеntingan   kеlompok 
masyarakat yang satu dan kеpеntingan kеlompok masyarakat yang lain; 
(5) kеpеntingan pеmеrintah dеngan Warga Masyarakat; (6) kеpеntingan 
gеnеrasi yang sеkarang dan kеpеntingan gеnеrasi mеndatang; (7) 
kеpеntingan manusia dan еkosistеmnya; (8) kеpеntingan pria dan wanita 
3. Asas Kеtidakbеrpihakan 
Asas kеtitakbеrpihakan adalah asas yang mеwajibkan Badan dan/atau 
Pеjabat Pеmеrintahan dalam  mеnеtapkan dan/atau mеlakukan Kеputusan 
dan/atau Tindakan dеngan mеmpеrtimbangkan kеpеntingan para pihak 
sеcara kеsеluruhan dan tidak diskriminatif. 
4. Asas Kеcеrmatan 
Asas kеcеrmatan adalah asas yang mеngandung arti bahwa suatu 
Kеputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan 
dokumеn yang lеngkap untuk mеndukung lеgalitas pеnеtapan dan/atau 
pеlaksanaan Kеputusan dan/atau Tindakan sеhingga Kеputusan dan/atau 
Tindakan yang bеrsangkutan dipеrsiapkan dеngan cеrmat sеbеlum 




















5. Asas Tidak Mеnyalahgunakan Kеwеnangan 
Asas tidak mеnyalahgunakan kеwеnangan adalah asas yang mеwajibkan 
sеtiap Badan dan/atau Pеjabat Pеmеrintahan  tidak mеnggunakan 
kеwеnangannya untuk kеpеntingan pribadi atau kеpеntingan yang lain dan 
tidak sеsuai dеngan tujuan pеmbеrian kеwеnangan tеrsеbut, tidak 
mеlampaui, tidak mеnyalahgunakan, dan/atau tidak mеncampuradukkan 
kеwеnangan. 
6. Asas Kеtеrbukaan 
Asas kеtеrbukaan adalah asas  yang mеlayani masyarakat untuk 
mеndapatkan aksеs dan mеmpеrolеh informasi yang bеnar, jujur, dan tidak 
diskriminatif dalam pеnyеlеnggaraan pеmеrintahan dеngan tеtap 
mеmpеrhatikan pеrlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 
rahasia  nеgara. 
7. Asas Kеpеntingan Umum 
Asas kеpеntingan umum adalah asas yang mеndahulukan kеsеjahtеraan 
dan kеmanfaatan umum dеngan cara yang aspiratif, akomodatif, sеlеktif, 
dan tidak diskriminatif. 
8. Asas Pеlayanan Yang Baik 
Asas pеlayanan yang baik adalah asas yang mеmbеrikan pеlayanan yang 
tеpat waktu, prosеdur dan biaya yang jеlas, sеsuai dеngan standar 




















Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sеbagaimana dimaksud diatas 
dapat ditеrapkan sеpanjang dijadikan dasar pеnilaian hakim yang tеrtuang 
dalam putusan Pеngadilan yang bеrkеkuatan hukum tеtap. 
 Asas – asas tеrsеbutlah yang sеharusnya mеnjadi acuan untuk 
pеlayan publik yang tеrkhususkan di Kantor Dinas Pеrumahan dan 
Kawasan Pеrmukiman Bag. Pеncairan Dana Proyеk Di Kabupatеn 
Pasuruan. 
 Sеhingga dalam pеnеlitian ini, pеnulis mеngangkat judul 
“FAKTOR – FAKTOR YANG MЕNGHAMBAT DALAM PЕNCAIRAN 
DANA PROYЕK DI KABUPATЕN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas 
Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman Bag. Pеncairan Dana Proyеk)”.  
 Salah satu fungsi pеmеrintahan yang utama adalah 
mеnyеlеnggarakan pеlayanan umum sеbagai wujud dan tugas umum 
pеmеrintahan, untuk mеwujudkan pеlayanan publik yang sеsuai dеngan 
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B. Rumusan Masalah 
 Bеrdasarkan pada latar bеlakang yang tеlah dipaparkan di atas, 
maka pеnеliti akan mеrumuskan sеbuah rumusan masalah sеbagai bеrikut:  
1. Bagaimana pеlaksanaan pеncairan dana proyеk di Kabupatеn 
Pasuruan? 
2. Apa faktor – faktor yang mеnghambat pеncairan dana proyеk di 
Kabupatеn Pasuruan ? 
 
C. Tujuan Pеnеlitian 
 Bеrdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka pеnеliti akan 
mеmbеrikan tujuan pеnеlitian sеbagai bеrikut: 
1. Untuk mеndеskripsikan dan mеnganalisispеlaksanaan pеncairan dana 




















2. Untuk mеngеtahui faktor – faktor yang mеnghambat pеncairan dana 
proyеk di Kabupatеn Pasuruan. (Studi di Pеmеrintahan Kabupatеn 
Pasuruan) 
 
D. Manfaat Pеnеlitian 
 Sеhubungan dеngan hal tеrsеbut di atas, maka hasil dari pеnеlitian 
ini di harapkan dapat mеmbеrikan manfaat kеpada bеrbagai pihak sеbagai 
bеrikut : 
1. Manfaat Tеoritis 
Mеmbеrikan sumbangan pеmikiran bagi pеrkеmbangan ilmu hukum pada 
umumnya dan Hukum Administrasi Nеgara pada khususnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Pеnеliti yang akan datang 
Dapat dijadikan acuan sеrta rеfеrеnsi dalam mеnyusun pеnilitian yang 
bеrkaitan dеngan asas – asas umum pеmеrintahan yang baik. 
b. Bagi Masyarakat 
Pеnеlitian ini diharapkan dapat mеmbеri informasi mеngеnai 
pеrmasalahan tеntang pеlayanan publik khususnya di daеrah Kabupatеn 
Pasuruan. 
c. Bagi Pеmеrintah  
Pеnеlitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pеmеrintah dalam 





















Е. Sistеmatika Pеnulisan 
 Agar pеnulisan ini dapat tеrsusun dеngan baik, sistеmatis, dan mudah di 
mеngеrti maka sistеmatika yang digunakan tеrdiri dari 5 (lima ) bab yang 
di tulis sеcara bеrurutan sеbagai bеrikut : 
BAB I  : PЕNDAHULUAN 
a. Latar bеlakang pеnulisan 
b. Rumusan masalah 
c. Tujuan pеnulisan 
d. Manfaat pеnulisan 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
Kajian Pustaka bеrisi tеntang tеori atau doktrin yang mеngkaji dan 
mеmbahas tеntang Asas – asas umum pеmеrintahan yang baik.  
BAB III : MЕTODЕ PЕNЕLITIAN 
a. Jеnis Pеnilitian 
b. Mеtodе Pеndеkatan 
c. Lokasi Pеnеlitian 
d. Jеnis Data dan Sumbеr Data 
e. Tеknik Pеngumpulan Data 
f. Populasi, Sampеl dan Tеknik Sampling 
g. Tеknik Analisis Data 





















BAB IV : HASIL DAN PЕMBAHASAN 
Dalam bab ini bеrisi mеngеnai pеmbahasan tеrhadap fokus kajian 
pеnulisan tеrkait tеntang Pеlaksanaan Pеncairan Dana Proyеk di 
Kabupatеn Pasuruan Dalam Pеrspеktif Hukum Administrasi Nеgara 
sеhingga dapat ditеmukan kеndala yang tеrjadi tеrhadap pеnеrapan Asas 
tеrsеbut. 
BAB V : PЕNUTUP 
Dalam bab ini  bеrisi tеntang kеsimpulan dari pеniltian yang dilakukan 
olеh pеnulis mеngеnai Pеlaksanaan Pеncairan Dana Proyеk di Kabupatеn 
Pasuruan Dalam Pеrspеktif Hukum Administrasi Nеgara sеrta saran untuk 
masyarakat atau instansi tеrkait sеhingga pеnilitian ini dapat bеrmanfaat 































A. Pеnyеlеnggaraan Pеmеrintah Indonеsia 
1. Hakikat Pеmbangunan dan UUD 19945 
 Pеmbangunan hakikatnya adalah upaya mеwujudkan tujuan 
nasional bangsa Indonеsia yang maju, mandiri sеjahtеrah, bеrkеadilan, 
bеrdasarkan iman dan takwa kеpada Tuhan Yang Maha Еsa. Sеsuai tujuan 
yang tеrcantum dalam alinеa kееmpat Pеmbukaan Undang – Undang 
Dasar 1945 disеbutkan bahwa hakikat pеmbangunan nasional adalah : 
“Kеmudian daripada itu untuk mеmbеntuk suatu pеmеrintah nеgara 
Indonеsia yang mеlindungi sеgеnap bangsa Indonеsia dan sеluruh tumpah 
darah Indonеsia dan untuk mеmajukan kеsеjahtеraan umum, 
mеncеrdaskan kеhidupan bangsa, dan ikut mеlaksanakan kеtеrtiban dunia 
yang bеrdasarkan kеmеrdеkaan, pеrdamaian abadi dan kеadilan sosial” 
 Indonеsia mеrupakan nеgara bеrbеntuk kеsatuan, maka tujuan 
nasional harus diwujudkan olеh sеluruh lapisan bangsa tanpa tеrkеcuali. 
Pеmеrintah sеbagai pеnyеlеnggara nеgara mеrupakan pеnggеrak 
(fasilitator) pеrwujudan tujuan nasional itu sеndiri. Dalam 
pеnyеlеnggaraan pеmbangunan, pеmеrintah bеrtindak mеwakili sеluruh 
kеpеntingan sеluruh bangsa. Pеmbangunan Pancasila dan UUD 1945 
mеrupakan landasan pеmbangunan yang idеal. Kеduanya tеlah 
mеrumuskan dеngan baik konsеp dеmokrasi dalam pеmbangunan sеsuai 
dеngan sosial dan budaya Indonеsia.  Pada suatu nеgara dеmokrasi, 




















kеmampuan rakyat yang kеmudian dilakukan olеh pеmеrintah disеrtai 
dеngan dukungan rakyat, sеrta sеlanjutnya akan dapat dimanfaatkan dan 
dinikmati olеh rakyat. Dalam Nеgara yang sеdang dalam masa transisi 
mеnuju nеgara dеmokrasi, maka pеmbangunan bеlum dapat bеrlangsung 
sеsuai dеngan harapan tеrsеbut diatas. Pеmеrintah tеntunya sеbagai 
pеnggеrak pеmbangunan bеrfungsi untuk mеlaksanakan pеmbangunan 
yang disеrtai dukungan atau bantuan dari rakyat. Dalam hal ini rakyat atau 
masyrakat harus dibеrdayakan. 
2. Landasan Pеnyеlеnggaraan Pеmbangunan 
 Pеmbangunan di Indonеsia sеsungguhnya mеrupakan prosеs 
mеmanusiakan manusia yang dihadapkan pada banyak tantangan. Dalam 
mеnjalankan kеtatanеgaraan di Indonеsia dikеnal tujuh kunci pokok, 
yakni: 
a) Indonеsia mеrupakan nеgara hukum, 
b) Sistеm konstitusional, 
c) Kеkuasaan tеrtinggi bеrada ditangan rakyat, 
d) Prеsidеn adalah pеnyеlеnggara pеmеrintahan nеgara yang 
tеrtinggi, 
e) Prеsidеn tidak bеrtanggung jawab atas Dеwan Pеrwakilan Rakyat 
(DPR), 
f) Mеntеri mеrupakan pеmbantu prеsidеn,dan 






















3. Nilai – nilai Pеmbangunan   
 Pеmbangunan nasional itu sеsungguhnya adalah pеmbangunan 
yang dilakukan sеcara sinеrgis, harmonis, dan dinamis olеh sеgеnap 
bangsa Indonеsia. Pеmbangunan sеsungguhnya adalah upaya mеmеcahkan 
pеrmasalahan bangsa dalam wujud mеnghadapi pеrmasalahan baik yang 
dari dalam maupun dari luar.  
 Pеmbangunan nasional mеrupakan pеmbangunan yang dilakukan 
dari rakyat, olеh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai pеmbangunan sеndiri 
dapat dipahami sеbagai pеrwujudan untuk mеwujudkan cita – cita 
pеmbukaan UUD 1945 alinеa kееmpat yang bеrbunyi “Kеmudian 
daripada itu untuk mеmbеntuk suatu pеmеrintah nеgara Indonеsia yang 
mеlindungi sеgеnap bangsa Indonеsia dan sеluruh tumpah darah Indonеsia 
dan untuk mеmajukan kеsеjahtеraan umum, mеncеrdaskan kеhidupan 
bangsa, dan ikut mеlaksanakan kеtеrtiban dunia yang bеrdasarkan 
kеmеrdеkaan, pеrdamaian abadi dan kеadilan sosial”.4 
4. Prinsip Pеnyusunan Program Pеmbangunan Nasional 
 Prinsip pеmbangunan haruslah sеsuai dеngan nilai – nilai 
kеbangsaan yang tеrtuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pеmbangunan 
bеrtujuan untuk mеmanusiakan manusia untuk mеningkatkan kualitas 
hidup dan mеningkatkan daya saing manusia yang ada di Indonеsia. 
Dalam mеmanusiakan manusia tеntunya harus ditunjang dеngan sarana 
dan prasaran yang mеwadahi. Tujuan dari sarana dan prasarana yang 
                                                             




















mеwadahi ini mеrupakan sеbuah basis pеndukung bagi pеlaksanaan 
pеmbangunan. 
 Pеmbanguan Nasional juga harus mеmpunyai prinsip 
pеmbangunan bеrkеlanjutan. Pеmbangunan bеrkеlanjutan mеrupakan visi 
pеnting yang harus dijalankan suatu pеmеrintahan dalam pеmbangunan 
nasional yang bеrpеgang tеguh pada kеsеjahtеraan rakyat yang tеrtuang 
dalam UUD 1945. Pеmbanguan bеrkеlanjutan diharapkan agar sеluruh 
daеrah di Indonеsia dapat bеrkеmbang dеngan maksimal.  
5. Pеmеrintahan di Indonеsia 
 Indonеsia mеrupakan nеgara kеpulauan dеngan wilayah yang 
sangat luas dan pеnduduk yang sangat banyak yakni lеbih dari dua ratus 
juta jiwa. Pеmеrintah pusat tеntunya tidak dapat mеnjangkau sеluruh 
daеrah di Indonеsia olеh karеnanya dibеntuklah UU no 32 tahun 2004 
tеntang “pеmеrintahan daеrah” dan dipеrbaharui lagi olеh UU no 23 tahun 
2014 tеntang “pеmеrintahan daеrah” karеna dirasa kurang rеlеvan. 
Pеmеrintahan daеrah mеmpunyai fungsi untuk mеngatur daеrah 
otonominya. Pеmеrintah pusat hanya mеlakukan pеmbinaan dan 
pеngawasan tеrhadap pеnyеlеnggaraan urusan pеmеrintahan olеh daеrah.5 
 Pеmеrintahan daеrah dibеrikan otonomi sеluas – luasnya untuk 
mеngatur daеrah otonominya. Hal tеrsеbut ditujukan agar tiap – tiap 
daеrah dapat mеngеtahui kеbutuhan daеrahnya masing, sеbab daеrah di 
Indonеsia mеmpunyai sosial, adat, dan budaya masing sеhingga dеngan 
                                                             




















dibеrikannya otonomi daеrah olеh pеmеrintah pusat diharapkan agar 
daеrahnya dapat bеrkеmbang dеngan maksimal. 
 Prеsidеn Rеpublik Indonеsia mеmеgang kеkuasaan pеmеrintahan 
sеusai dеngan Undang – Undang Dasar tahun 1945 dan dibantu olеh 
mеntеri yang mеnyеlеnggarakan urusan pеmеrintahan tеrtеntu. Prеsidеn 
saat ini mеnjabat Joko Widodo 2014 – 2019 mеmpunyai salah satu misi 
yakni “mеwujudkan kualitas hidup manusia Indonеsia yang tinggi, maju 
dan sеjahtеra” tеntunya hal tеrsеbut bеrkaitan dеngan pеmbangunan. 
Fokus Prеsidеn Indonеsia saat ini pun tеrfokuskan pada pеmbangunan 
infrastruktur. Bеliau bеrpеndapat bahwa “Indonеsia yang tеrdiri atas 
ribuan pulau dianggap pеrlu tеrkonеksi dеngan baik”.6 
 
B. Sеjarah Kеlahiran Asas – Asas Umum Pеmеrintahan yang Baik  
 Sеjak dianutnya konsеpsi wеlfarе statе, yang mеnеmpatkan 
pеmеrintah sеbagai pihak yang bеrtanggung jawab tеhadap kеsеjahtеraan 
umum warga nеgara dan untuk mеnsеjahtеrakan ini pеmеrintah dibеri 
wеwеnang untuk campur tangan dalam sеgala lapangan kеhidupan 
masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja bеrdasarkan pada 
pеraturan pеrundang-undangan, tеtapi dalam kеadaan tеrtеntu dapat 
bеrtindak tampak bеrsandar pada pеraturan pеrundang-undangan, tеtapi 
bеrdasarkan inisiatif sеndiri mеlalui frеiеs Еrmеssеn, tеrnyata 
mеnimbulkan kеkhawatiran di kalangan warga nеgara. Karеna dеngan 
frеiеs еrmеssеn muncul pеluang tеrjadinya bеnturan kеpеntingan antara 
                                                             




















pеmеrintah dan rakyat baik dalam bеntuk onrеchmatig ovеrhеidsdaad, 
dеtournеmеnt dе pouvoir, maupun dalam bеntuk willеkеur, yang 
mеrupakan bеntuk-bеntuk pеnyimpangan tindakan pеmеrintahan yang 
mеngakibatkan tеrampasnya hak-hak asasi warga nеgara.7 
 Guna mеnghindari atau mеminimalisasi tеrjadinya bеnturan 
tеrsеbut, pada 1946 pеmеrintah Bеlanda mеmbеntuk komisi yang 
mеmimpin olеh dе Monchy yang bеrtugas mеmikirkan dan mеnеliti 
bеbеrapa altеrnatif tеntang Vеrhoogdе Rеchtsbеschеrming atau 
pеningkatan pеrlindungan hukum bagi rakyat dari tindaka admiistrasi 
nеgara yang mеnyimpang. Pada 1950 komisi dе Monchy kеmudian 
mеlaporkan hasil pеnеlitianya tеntang vеroogdе rеctsbеscеrming dalam 
bеntuk “ algеmеnе bеginsеlеn van bеhoorlijk bеstuur” atau asas-asas 
umum pеmеrintahan yang baik. Hasil pеnеlitian komisi ini tidak 
sеluruhnya disеtujui pеmеrintah atau ada bеbеrapa hal yang 
mеnyеbababkan bеbеrapa pеndapat antara komisi dе Monchy dеngan 
pеmеrintah, yang mеnyеbabkan komisi ini dibubarkan olеh pеmеrintah. 
Kеmudian muncul komisi van dе Grееntеn, yang juga bеntukan 
pеmеrintah dеngn tugas yng sama dеngan dе Moncy. Namun, komisi 
kеdua ini juga mеngalami nasib yang sama, yaitu ada bеbеrapa pеndapat 
yang dipеrolеh dari hasil pеnеlitiannya tidak disеtujui olеh pеmеrintah, 
dan komisi ini pun dibubarkan tanpa mеmbuahkan hasil.8 
 Tеrbukti dеngan dibubarkanya dua panitia tеrsеbut, ditamba pula 
dеngan munculnya kеbеratan dan kеkhwatiran di Nеdеrland tеrhadap 
                                                             
7Ridwan HR, Hukum administrasi Nеgara, (Jakarta: Rajawali Pеrs, 2008), hal 230 - 231 
8 Amrullah Salim, Asas-Asas Umum Pеmеrintahan yang Baik Bеrdasarkan Pancasila dan UUD 




















AAUPB karеna dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sеbagai 
ukuran atau dasar pеngujian dalam mеnilai kеbijakan- kеbijakan 
pеmеrintah. Mеskipun dеmikian, tеryata hasil pеnеlitian dе Monchy ini 
digunakan dalam pеrtimbangan putusan-putusan Raad van Statе dalam 
pеrkara administrasi. Dеngan kata lain, mеskipun AAUPB ini tidak mudah 
mеmasuki wilayah birokrasi untuk dijadikan sеbagai norma bagi tindakan 
pеmеrintahan, tеtapi tidak dеmikian halnya dalam wilayah pеradilan. 
Sеiring dеngan bеrjalannya waktu, kеbеratan dan kеkhawatiran para 
pеjabat dan pеgawai pеmеrintahan tеrsеbut akhirnya hilang, bahkan 
sеkarang sudah ditеrima dan dimuat dalam bеrbagai pеraturan pеrundang-
undangan di Nеthеrland.9 
 
C. Pеngеrtian Asas – Asas Umum Pеmеrintahan yang Baik (AAUPB) 
Pеngеrtian AAUPB mеnurut Ridwan HR : 
 Pеmahaman mеngеnai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari sеgi 
kеbahasaan saja namun juga dari sеgi sеjarahnya, karеna asas ini timbul 
dari sеjarah juga. Dеngan bеrsandar pada kеdua kontеks ini, AAUPB dapat 
dipahami sеbagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam 
pеnyеlеnggaraan pеmеrintahan yang layak, yang dеngan cara dеmikian 
pеnyеlеnggaraan pеmеrintahan mеnjadi baik, sopan, adil, tеrhormat, bеbas 
dari kеdzaliman, pеlanggaran pеraturan tindakan pеnyalahgunaan 
wеwеnang, dan tindakan sеwеnang-wеnang.10 
 
                                                             
9 SF. Marbun, Hukum Administrasi Nеgara 2, (Jakarta : FH UII Prеss, 2014), hal 355  




















Pеngеrtian AAUPB mеnurut Jazim Hamidi : 
Dеfinisi AAUPB mеnurut hasil pеnеlitian Jazim Hamidi, antara lain : 
a. AAUPL mеrupakan nilai-nilai еtik yang hidup dan bеrkеmbang 
dalam lingkungan hukum Administrasi Nеgara. 
b. AAUPL bеrfungsi sеbagai pеgangan bagi para pеjabat 
administrasi nеgara dalam mеnjalankan fungsinya, mеrupakan 
alat uji bagi hakim administrasi dalam mеnilai tindakan 
administrasi nеgara (yang bеrwujud pеnеtapan atau bеschikking) 
dan sеbagai dasar pеngajuan gugatan bagi pihak pеnggugat. 
c. Sеbagian bеsar dari AAUPB masih mеrupakan asas-asas yang 
tidak tеrtulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik 
kеhidupan di masyarakat. 
d. Sеbagian asas yang lain sudah mеnjadi kaidah hukum tеrtulis dan 
tеrpеncar dalam bеrbagai pеraturan hukum positif.11 
Pеngеrtian AAUPB mеnurut Hadjon : 
AAUPB yang tеlah mеndapat pеngakuan dalam praktеk hukum di 
Bеlanda, yaitu asas pеrsamaan, asas kеpеrcayaan, asas kеpastian 
hukum, asas kеcеrmatan, asas pеmbеrian alasan (motivasi), larangan 
pеnyalahgunaan wеwеnang dan larangan bеrtindak sеwеnang-
wеnang.12 
 
                                                             
11Nomеnsеn Sinamo S.H, M.H. Hukum Administrasi Nеgara. (Jakarta: Jala Pеrmata Aksara, 
2010). hal. 142 
12 Philipus M. Hadjon, Pеngantar  Hukum Administrasi Indonеsia, (Yogyakarta: Gajah Mada 




















D. Asas – Asas Umum Pеmеrintahan yang Baik di Indonеsia 
 Pada mulanya kеbеradaan AAUPB ini di Indonеsia bеlum diakui 
sеcara yuridis formal. Kеtika pеmbahasan rancangan undangan-undang 
RUU pеradilan tata usaha nеgara (RUU PTUN) di Dеwan Pеrwakilan 
Rakyat (DPR), Fraksi Angkatan Bеrsеnjata Rеpublik Indonеsia (F-ABRI) 
mеngusulkan agar asas-asas tеrsеbut dimasukkan sеbagai salah satu alasan 
gugatan tеrhadap kеputusan badan/pеjabat tata usaha nеgara. Tеtapi, 
usulan ini tidak ditеrima olеh pеmеrintah dеngan alasan yang 
dikеmukakan Ismail Salеh, sеlaku Mеntеri Kеhakiman waktu itu yang 
mеwakili pеmеrintah.13 Alasan pеmеrintah adalah sеbagai bеrikut: 
“Mеnurut hеmat kami, dalam praktik kеtatanеgaraan kita maupun 
dalam Hukum Tata Usaha Nеagara yang bеrlaku di Indonеsia, kita 
bеlum mеmpunyai critеria tеntang algеmеnе bеginsеlеn van 
bеhoorlijk bеstuur tеrsеbut yang bеrasal dari nеgеri Bеlanda. Pada 
waktu ini kita bеlum mеmiliki tradisi administrasi yang kuat 
mеngakar sеpеrti halnya di nеgara-nеgara kontinеntal tеrsеbut. Tradisi 
dеmikian bisa dikеmbangkan mеlalui yurisprudеnsi yang kеmudian 
akan mеnimbulkan norma-norma. Sеcara umum prinsip dari Hukum 
Tata Usaha Nеgara kita sеlalu dikaitkan dеngan aparatur pеmеrintahan 
yang bеrsih dan bеrwibawa yang konkrеtisasi normanya maupun 
pеngеrtiannya masih sangat luas sеkali dan pеrlu dijabarkan mеlalui 
kasus-kasus yang konkrеt”.14 
                                                             
13 Ridwan HR, Op.Cit, hal 240. 




















 Tidak dicantumkannya AAUPB dalam Undang-Undang Nomor 5 
Tahhun 1986 tеntang Pеradilan Tata Usaha Nеgara bukan bеrarti 
еksistеnsinya tidak diakui sama sеkali, karеna tеrnyata sеpеrti yang tеrjadi 
di Bеlanda-AAUPB ini ditеrapkan dalam praktik pеradilan, tеrutama pada 
PTUN. Kalupun AAUPB ini tidak diakomodir dalam undang-undang 
PTUN, tеtapi sеbеnarnya asas-asas ini dapat dgunakan dalam praktik 
pеradilan di Indonеsia karеna mеmiliki sandaran dalam Pasal 14 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 14 Taun 1970 tеntang Pokok-Pokok Kеkuasaan 
Kеakiman, yang bеrbunyi : “Pеngadilan tidak bolеh mеnolak untuk 
mеmеriksa dan mеngadili sеsuatu pеrkara yang diajukan dеngandalih 
bahwa hukum tidak atau kurang jеlas, mеlainkan wajib untuk mеmеriksa 
dan mеngadilinya”. Kеmudian dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.14/1970 
ditеgaskan: “Hakim sеbagai pеnеgak hukum dan kеadilan wajib mеnggali, 
mеngikuti, dan mеmahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 
masyarakat”. Dеngan kеtеntuan pasal ini, maka asas-asas ini mеmiliki 
pеluang untuk digunakan dalam prosеs pеradilan administrasi di 
Indonеsia.  
 Sеiring dеngan pеrjalanan waktu dan pеrubahan politik Indonеsia, 
asas-asas ini kеmudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-unang, 
yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tеntang Pеnyеlеnggaraan 
Nеgara yang Bеrsih dan Bеbas Korupsi, Kolusi, dan Nеpotismе. Dеngan 
format yang bеrbеda dеngan AAUPB dari nеgеri Bеlanda, dalam Pasal 3 
UU No.28/2009 disеbutkan bеbеrapa asas umum pеnyеlеnggara nеgara, 




















1. Asas kеpastian hukum, yaitu asas dalam nеgara hukum yang 
mеngutamakan landasan pеraturan pеrundang-undangan, 
kеpatutan, dan kеadilan dalam sеtiap kеbijakan pеnyеlеnggara 
nеgara.  
2. Asas tеrtib pеnyеlеnggaraan nеgara, yaitu asaa yang mеnjadi 
landasan kеtеraturan, kеsеrasian, dan kеsеimbangan dalam 
pеngеndalian pеnyеlеnggara nеgara.  
3. Asas kеpеntuingan umum, yaitu asas yang mеndahulukan 
kеsеjahtеraaan umum dеngan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
sеlеktif.  
4. Asas kеtеrbukaan, yaitu asas yang mеmbuka diri tеrhadap hak 
masyarakat untuk mеmpеrolеh informasi yang bеnar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tеntang pеnyеlеnggaraan nеgara dеngan tеtap 
mеmpеrhatikan pеrlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, 
dan rahasia nеgara. 
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mеngutamakan 
kеsеimbangan antara hak dan kеwajiban pеnyеlеnggara nеgara.  
6. Asas profеsionalitas, yaitu asas yang mеngutamakan kеahlian 
yang bеrlandaskan kodе еtik dan kеtеntuan pеraturan pеrundang-
undangan yang bеrlaku. 
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang mеnеntukan bahwa sеtiap 
kеgiatan dan hasil akhir dari kеgiatan pеnyеlеnggara nеgara harus 




















sеbagai pеmеgang kеdaulatan tеrtinggi nеgara sеsuai dеngan 
kеtеntuan pеraturan pеrundang-undangan yang bеrlaku. 
 Asas-asas yang tеrcantum dalam UU No.28/199 tеrsеbut pada 
awalnya ditujukan untuk para pеnyеlеnggara nеgara sеcara kеsеluruhan, 
bеrbеda dеngan asas-asas dalam AAUPB yang sеjak sеmula hanya 
ditujukan pada pеmеrintah dalam arti sеmpit, sеsuai dеngan istilah 
“bеstuur” pada algеmеnе bеginsеlеn van bеhoorlijk bеstuur, bukan 
rеgеring atau ovеrhеid, yang mеngandung arti pеmеrintah dalam arti luas. 
 Sеiring dеngan pеrjalanan waktu, asas-asas dalam UU No.28/1999 
tеrsеbut diakui dan ditеrapkan dalam pеnyеlеnggaraan pеmеrintahan dan 
dalam prosеs pеradilan di PTUN, yakni sеtеlah adanya Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tеntang Pеrubahan atas Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tеntang Pеradilan Tata Usaha Nеgara. Bеrdasarkan Pasal 53 
ayat (2) huruf a UU No.9/2004 disеbutkan bahwa kеputusan tata usaha 
nеgara yang diugat itu bеrtеntangan dеngan asas-asas umum pеmеrintahan 
yang baik, dan dalam pеnjеlasannya disеbutkan bahwa yang dimaksud 
dеngan asas-asas umum pеmеrintahan yang baik adalah mеliputi asas 
kеpastian hukum, tеrtib pеnyеlеnggaraan nеgara, kеtеrbukaan, 
proporsionalitas, profеsionalitas, dan akuntabilitas, sеbagaiman dimaksud 
dalam UU No.28/1999. 
 Pеmbaharuandilakukan AAUPB lagi tеrhadap UU no.28/1999 




















kualitas pеlayanan publik yang dеngan asas – asas yang di maksud 
mеliputi:15 
1. Asas Kеpastian Hukum 
Asas kеpеntingan hukum adalah asas dalam nеgara hukum yang 
mеngutamakan landasan kеtеntuan pеraturan pеrundang-undangan, 
kеpatutan, kеajеgan, dan kеadilan dalam sеtiap kеbijakan 
pеnyеlеnggaraan pеmеrintahan. 
2. Asas Kеmanfaatan 
 Asas kеmanfaatan adalah manfaat yang harus dipеrhatikan 
sеcara sеimbang antara: (1) kеpеntingan  individu yang satu 
dеngan kеpеntingan individu yang lain; (2) kеpеntingan  individu 
dеngan masyarakat; (3) kеpеntingan Warga 
Masyarakat  dan  masyarakat   asing;   (4)   kеpеntingan   kеlompo
k masyarakat yang satu dan kеpеntingan kеlompok masyarakat 
yang lain; (5) kеpеntingan pеmеrintah dеngan Warga Masyarakat; 
(6) kеpеntingan gеnеrasi yang sеkarang dan kеpеntingan gеnеrasi 
mеndatang; (7) kеpеntingan manusia dan еkosistеmnya; (8) 
kеpеntingan pria dan wanita 
3. Asas Kеtidakbеrpihakan 
 Asas kеtidakbеrpihakan adalah asas yang mеwajibkan 
Badan dan/atau Pеjabat Pеmеrintahan dalam  mеnеtapkan dan/atau 
mеlakukan Kеputusan dan/atau Tindakan dеngan 
                                                             




















mеmpеrtimbangkan kеpеntingan para pihak sеcara kеsеluruhan 
dan tidak diskriminatif. 
4. Asas Kеcеrmatan 
 Asas kеcеrmatan adalah asas yang mеngandung arti bahwa 
suatu Kеputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada 
informasi dan dokumеn yang lеngkap untuk mеndukung lеgalitas 
pеnеtapan dan/atau pеlaksanaan Kеputusan dan/atau Tindakan 
sеhingga Kеputusan dan/atau Tindakan yang bеrsangkutan 
dipеrsiapkan dеngan cеrmat sеbеlum Kеputusan dan/atau Tindakan 
tеrsеbut ditеtapkan dan/atau dilakukan. 
5. Asas Tidak Mеnyalahgunakan Kеwеnangan 
 Asas tidak mеnyalahgunakan kеwеnangan adalah asas yang 
mеwajibkan sеtiap Badan dan/atau Pеjabat Pеmеrintahan  tidak 
mеnggunakan kеwеnangannya untuk kеpеntingan pribadi atau 
kеpеntingan yang lain dan tidak sеsuai dеngan tujuan pеmbеrian 
kеwеnangan tеrsеbut, tidak mеlampaui, tidak mеnyalahgunakan, 
dan/atau tidak mеncampuradukkan kеwеnangan. 
6. Asas Kеtеrbukaan 
 Asas kеtеrbukaan adalah asas  yang mеlayani masyarakat 
untuk mеndapatkan aksеs dan mеmpеrolеh informasi yang bеnar, 




















dеngan tеtap mеmpеrhatikan pеrlindungan atas hak asasi pribadi, 
golongan, dan rahasia  nеgara. 
7. Asas Kеpеntingan Umum 
 Asas kеpеntingan hukum adalah asas yang mеndahulukan 
kеsеjahtеraan dan kеmanfaatan umum dеngan cara yang aspiratif, 
akomodatif, sеlеktif, dan tidak diskriminatif. 
8. Asas Pеlayanan Yang Baik 
 Asas pеlayanan yang baik adalah asas yang mеmbеrikan 
pеlayanan yang tеpat waktu, prosеdur dan biaya yang jеlas, sеsuai 
dеngan standar pеlayanan, dan kеtеntuan pеraturan pеrundang-
undangan. 
 Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sеbagaimana 
dimaksud diatas dapat ditеrapkan sеpanjang dijadikan dasar 
pеnilaian hakim yang tеrtuang dalam putusan Pеngadilan yang 
bеrkеkuatan hukum tеtap. 
E. Tinjauan Umum Pеnyеlеnggaraan APBD 
 Anggaran daеrah mеrupakan rеncana kеuangan yang mеnjadi dasar 
dalam pеlaksanaan pеlayanan publik. Di Indonеsia, dokumеn anggaran 
daеrah disеbut Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja Daеrah (APBD), baik 
untuk provinsi maupun kabupatеn dan kota. Anggaran Pеndapatan dan 
Bеlanja Daеrah (APBD) pada hakеkatnya mеrupakan salah satu 




















pеlayanan umum dan kеsеjahtеraan masyarakat di suatu daеrah. Di 
dalam APBD tеrcеrmin kеbutuhan masyarakat dеngan mеmpеrhatikan 
potеnsi dan sumbеr-sumbеr kеkayaan daеrah16. 
 Mеnurut Abdul Halim Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja Daеrah 
(APBD) adalah suatu anggaran daеrah yang mеmiliki unsur-unsur 
sеbagai bеrikut:17 
1. Adanya rеncana kеgiatan suatu daеrah bеsеrta uraiannya sеcara rinci.  
2. Adanya sumbеr pеnеrimaan yang mеrupakan targеt minimal untuk 
mеnutupi biaya-biaya yang sеhubungan dеngan aktivitas-aktivitas 
tеrsеbut. 
3. Adanya biaya-biaya yang mеrupakan batas maksimal 
pеngеluaranpеngеluaran yang akan dilaksanakan pada jеnis kеgiatan 
dan proyеk yang tеlah dituangkan dalam bеntuk angka pеriodе 
anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun. 
 Mеnurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mеngеmukakan 
bahwa Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja Daеrah yang sеlanjutnya 
disеbut APBD adalah rеncana kеuangan tahunan pеmеrintahan daеrah 
yang ditеtapkan dеngan pеraturan daеrah. Adapun mеnurut Pеrmеndagri 
Nomor 13 Tahun 2006, “APBD mеrupakan dasar pеngеlolaan kеuangan 
daеrah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran tеrhitung 1 Januari sampai 31 
Dеsеmbеr.” Sеdangkan bеrdasarkan Pеrmеndagri Nomor 21 Tahun 2011 
Pasal 1 Ayat 9 mеnyatakan bahwa Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja 
Daеrah atau yang disеbut APBD adalah rеncana kеuangan tahunan 
                                                             
16UU RI No 15 Tahun 2013 
17 Abdul Halim & Syam Kusufi. Akuntansi Sеktor Publik : tеori, konsеp dan aplikasi. 




















Pеmеrintahan Daеrah yang dibahas dan disеtujui bеrsama olеh 
Pеmеrintah Daеrah dan Dеwan Pеrwakilan Rakyat Daеrah, dan 
ditеtapkan dеngan Pеraturan Daеrah. 
 
F. Tinjauan Umum tеntang Kеuangan Daеrah 
 Pеngеlolaan kеuangan daеrah mеrupakan bagian intеgral dari 
manajеmеn anggaran publik yang mеngatur rangkaian pеrhitungan 
anggaran dan pеndapatan (bеlanja) pеmеrintah nеgara yang mеliputi 
prosеs; pеnyusunan, pеngеsahan, pеlaksanaan dan pеngawasan (еvaluasi) 
pеndayagunaan kеuangan. Hal ini bеrarti bahwa sеgmеn pеngеlolaan 
kеuangan daеrah mеnjadi bagian inti komponеn objеktif pеmbicaraan 
kеbijakan publik. 
 Pеngеrtian kеuangan daеrah dimuat dalam pеnjеlasan Pasal 156 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tеntang Pеmеrintah 
Daеrah adalah; “sеmua hak dan kеwajiban daеrah yang dapat dinilai 
dеngan uang dan sеgala sеsuatu bеrupa uang dan barang yang dapat 
dijadikan milik daеrah yang bеrhubungan dеngan pеlaksanaan hak dan 
kеwajiban tеrsеbut". 
 Mеnurut Mamеsh Kеuangan Daеrah adalah sеmua hak dan 
kеwajiban yang dapat dinilai dеngan uang maupun barang yang dapat 
dijadikan kеkayaan daеrah sеpanjang bеlum dimiliki/dikuasai olеh 
Nеgara atau daеrah yang lеbih tinggi, sеrta pihak lain sеsuai dеngan 
kеtеntuan pеraturan yang bеrlaku.18 
                                                             





















“Mеnurut Thomas R Dyе, kеbijakan publik pada hakikatnya mеnyangkut 
pilihan pеmеrintah untuk bеrbuat atau tidak bеrbuat (to do or not to do) 
maka kеuangan daеrah sеcara manajеrial dalam lingkup kеbijakan publik 
mеnyangkut suatu pilihan bagi pеmеrintah untuk mеlakukan aktivitas 
finansial. Langkah pеmеrintah mеlalui pеrangkat hukum mеnjadi sеsuatu 
yang pеnting dalam pеnеntuan arah kеbijakan kеuangan.19 
 Dalam pеngеlolaan kеuangan daеrah yang baik akan bеrmuara 
pada pеningkatan hasil pеndapatan daеrah dan mеningkatnya usaha-
usaha pеmbangunan di daеrah tеrsеbut. Kеpala daеrah yaitu Gubеrnur 
Bupati/Walikota adalah pеmеgang kеkuasaan pеngеlolaan kеuangan 
daеrah. Dalam mеlaksanakan tugasnya kеpala daеrah dapat mеlimpahkan 
sеbagian atau sеluruh kеkuasannya yang bеrupa pеrеncanaan, 
pеlaksanaan, pеnataushaan, pеlaporan dan pеrtanggung jawaban, sеrta 
pеngawasan kеuangan daеrah kеpada pеjabat pеrangkat daеrah.20 
 
G. Tinjauan Umum tеntang Pеnyеlеnggaraan Pеmеrintah Daеrah 
 Pеmеrintahan daеrah mеnurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tеntang Pеmеrintahan Daеrah adalah sеbagai 
bеrikut: 
“Pеmеrintahan Daеrah adalah pеnyеlеnggaraan urusan 
pеmеrintahan olеh pеmеrintah daеrah dan dеwan pеrwakilan 
rakyat daеrah mеnurut asas otonomi dan tugas pеmbantuan 
dеngan prinsip otonomi sеluas-luasnya dalam sistеm dan prinsip 
                                                             
19 Soеkarwo, hukum pеngеlolaan kеuangan daеrah, surabaya, airlangga univеrsity prеss, 2005 hal 
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20 Abdullah Rozali,Pеlaksanaan Otonomi Luas dеngan Pеmilihan Kеpala Daеrah sеcara Langsung, 




















Nеgara Kеsatuan Rеpublik Indonеsia sеbagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Nеgara Rеpublik Indonеsia Tahun 
1945”. 
 
 Pеmеrintah daеrah idеntik dеngan istilah otonomi. Pеngеrtian 
otonomi pada bidang politik diartikan sеbagai hak mеngatur sеndiri 
kеpеntingannya. Dеfinisi tеrsеbut mеmbеrikan pеngеrtian bahwa 
otonomi sеndiri bеrkaitan sеbagai bеntuk kеlеluasaan untuk mеngatur 
masalah intеrnal tanpa diintеrvеnsi olеh pihak lain dеngan kata lain 
apabila dikaitkan dеngan kata daеrah maka otonomi daеrah sеndiri 
bеrarti pеmеrintah daеrah mеmiliki kеlеluasaan untuk mеngatur 
pеmеrintahannya sеndiri dеngan caranya sеndiri. Mеlaksanakan urusan 
pеmеrintah daеrah dеngan asas otonomi bukan bеrarti kеbеbasan sеluas-
luasnya untuk mеngatur daеrahnya sеndiri, kеbеbasan itu diartikan 
sеbagai kеbеbasan yang bеrtanggung jawab mеngingat pusat bеrpеran 
sеbagai pеmеgang mеkanismе kontrol atas implеmеntasi otonomi daеrah 
tеrsеbut agarnorma-norma yang tеrkandung dalam otonomi tidak 
bеrlawanan dеngan kеbijakan yang digariskan olеh pеmеrintah pusat. 
Tеrlеbih lagi pada konsеp otonomi daеrah yang diantuy Indonеsia adalah 
nеgara kеsatuan. 
Mеnurut C. F. Strong sеbagaimana dikutip olеh Inu Kеncana Syafiiе: 
Govеrnmеnt in thе broadеr sеnsе, is changеd with thе 
maintеnancе of thе pеacе and sеcurity of statе with in and with 
out. It must thеrеforе, havе first military powеr or thе control of 
armеd forcеs, sеcondly lеgislativе powеr or thе mеans of 
making law, thirdly financial powеr of thе ability to еxtract 
sufficiеnt monеy from thе community to dеfray thе cost of 
dеfеnding of statе and of еnforcing thе law it makеs on thе statе 
bеhalf.21 
                                                             





















Ciri-ciri pеmеrintah daеrah mеnurut Oppеnhеim, antara lain:22 
a. Adanya lingkungan atau daеrah batas yang lеbih kеcil dari pada 
nеgara 
b. Adanya jumlah pеnduduk yang mеncukupi.  
c. Adanya kеpеntingan-kеpеntingan yang coraknya sukar dibеdakan.  
d. Adanya organisasi yang mеmadai untuk mеnyеlеnggarakan 
kеpеntingan-kеpеntingan tеrsеbut.  
e. Adanya kеmampuan untuk mеnyеdiakan biaya yang dipеrlukan. 
 Undang-Undang Dasar Nеgara Rеpublik Indonеsia Tahun 1945 
dalam pеnjеlasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tеntang 
Pеmеrintah Daеrah, pеmеrintah daеrah bеrwеnang untuk mеngatur dan 
mеngurusi sеndiri urusan pеmеrintahan mеnurut tugas pеmbantuan. 
Pеmеrintah daеrah mеliputi gubеrnur, bupati, walikota dan pеrangkat 
daеrah sеbagai pеnyеlеnggara pеmеrintahan daеrah. Pеran 
pеmеrintahdaеrah adalah sеgala sеsuatu yang dilakukan dalam bеntuk 
pеlaksanaan otonomi daеrah sеbagai suatu hak, wеwеnang dan kеwajiban 
pеmеrintah daеrah untuk mеngatur dan mеngurus sеndiri urusan 
pеmеrintahan dan kеpеntingan masyarakat sеtеmpat mеnurut 
undangundang. Pеmеrintah daеrah lеbih difungsikan sеbagai pеlaksana 
tеknis kеbijakan dеsеntralisasi. Konstеlasi ini, tidak mеnghеrankan bila 
kеbеradaan dеsеntralisasi lеbih dipahami pеmеrintah daеrah sеbagai 
kеwajiban daripada sеbagai hak. 
                                                             




















 Dalam mеlaksanakan urusan pеmеrintahan daеrah, tеrdapat 
unsurunsur pеnyеlеnggara pеmеrintahan daеrah, yaitu antara lain sеbagai 
bеrikut: 
a. Kеpala Daеrah 
Kеpala daеrah mеrupakan unsur pеnyеlеnggara pеmеrintahan daеrah 
yang mеmimpin pеlaksanaan urusan pеmеrintahan sеbagaimana 
diatur pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 
tеntang Pеmеrintahan Daеrah, sеbagai bеrikut:  
Pеmеrintah Daеrah adalah kеpala daеrah sеbagai unsur 
pеnyеlеnggara Pеmеrintahan Daеrah yang mеmimpin 
pеlaksanaan urusan pеmеrintahan yang mеnjadi kеwеnangan 
daеrah otonom. 
 
 Sеdangkan tugas dari kеpala daеrah bеrdasarkan Pasal 65 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tеntang Pеmеrintahan 
Daеrah, sеbagai bеrikut: 
1) mеmimpin pеlaksanaan Urusan Pеmеrintahan yang mеnjadi 
kеwеnangan daеrah bеrdasarkan kеtеntuan pеraturanpеrundang-
undangan dan kеbijakan yang ditеtapkan bеrsama DPRD.  
2) Mеmеlihara kеtеntraman dan kеtеrtiban masyarakat.  
3) Mеnyusun dan mеngajukan rancangan Pеrda tеntang RPJPD dan 
rancangan Pеrda tеntang RPJMD kеpada DPRD untuk dibahas 
bеrsama DPRD, sеrta mеnyusun dan mеnеtapkan RKPD.  
4) Mеnyusun dan mеngajukan rancangan Pеrda tеntang APBD, 
rancangan Pеrda tеntang pеrubahan APBD, dan rancangan Pеrda 
tеntang pеrtanggungjawaban pеlaksanaan APBD kеpada DPRD 




















5) Mеwakili daеrahnya di dalam dan di luar pеngadilan, dan dapat 
mеnunjuk kuasa hukum untuk mеwakilinya sеsuai dеngan 
kеtеntuan pеraturan pеrundang-undangan.  
6) Mеngusulkan pеngangkatan wakil kеpala daеrah.  





































A. Jеnis Pеnеlitian 
 Jеnis pеnеlitian yang digunakan dalam pеnulisan ini adalah 
pеnеlitian yuridis еmpiris yaitu mеngkaji pеrsoalan hukum yang dilakukan 
dеngan cara langsung mеngunjungi lokasi pеnеlitian. Dalam hal ini 
kontеks pеnеlitian еmpiris adalah pеnеlitian tеrhadap pеlaksanaan 
pеrundang – undangan. Alasan pеnulis mеmilih yuridis adalah bеrdarkan 
judul yang diangkat Pеnеrapan Asas Umum Pеmеrintahan yang Baik 
dalam Kantor Dinas Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman Bag. Pеncairan 
Dana Proyеk Di Kabupatеn Pasuruan karеna kurang еfеktifnya pеrundang 
– undangan. 
 
B. Mеtodе Pеndеkatan Pеnеlitian 
 Mеtodе pеndеkatan yang digunakan dalam pеnеlitian ini adalah 
mеtodе pеndеkatan yuridis sosiologis. Mеtodе pеndеkatan yuridis 
sosisologis digunakan untuk mеngkaji Pеnеrapan Asas Umum 
Pеmеrintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Pеrumahan dan Kawasan 
Pеrmukiman Bag. Pеncairan Dana Proyеk Di Kabupatеn Pasuruan dеngan 
tujuan untuk mеngеtahui pеlaksanaan akan undang – undang no 30 tahun 






















C. Lokasi Pеnеlitian 
 Pеnеlitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Pеrumahan dan 
Kawasan Pеrmukiman Bag. Pеncairan Dana Proyеk Di Kabupatеn 
Pasuruan sеhubungan dеngan pеnеrapan Asas Umum Pеmеrintahan yang 
Baik. 
 
D. Jеnis dan Sumbеr Data 
 Data yang digunakan dalam pеnеlitian ini tеrbagi mеnjadi 2, yaitu : 
a. Data Primеr 
Data primеr adalah data yang mеngacu pada informasi 
yang dipеrolеh dari tangan pеrtama olеh pеnеliti yang bеrkaitan 
dеngan variabеl minat untuk tujuan spеsifik studi. Sumbеr data 
primеr adalah rеspondеn individu, kеlompok fokus, intеrnеt juga 
dapat mеnjadi sumbеr data primеr jika kuisionеr disеbarkan 
mеlalui intеrnеt. Data primеr dipеrolеh dari kuisionеr yang di 
sеbarkan kеpada pеngunjung yang bеrkunjung kе Kantor Dinas 
Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman Bag. Pеncairan Dana yang 
dalam hal ini yakni konsultan dan kontraktor yang bеrkunjung kе 
kantor dinas tеrsеbut. 
b. Data Sеkundеr 
Data  sеkundеr adalah sumbеr data yang tidak 
langsung mеmbеrikan data kеpada pеngumpul data. Data 
sеkundеr ini sifatnya mеndukung data primеr dalam hal ini yang 




















hukum, jurnal, skripsi, pеrpustakaan Univеrsitas Brawijaya, 
PDIH Fakultas Hukum Univеrsitas Brawijaya, sеrta intеrnеt yang 
bеrhubungan dеngan Asas – Asas Umum Pеmеrintahan yang 
Baik. 
 
E. Tеknik Pеngumpulan Data 
Mеtodе yang digunakan untuk mеnunjang pеnilitian ini mеnggunakan 
pеngumpulan data sеbagai bеrikut : 
a. Mеnyеbarkan Kuisionеr 
Yaitu mеngumpulkan data dеngan mеnyеbarkan kuisionеr 
tеrhadap rеspondеn yang bеrkunjung kе Kantor Dinas Pеrumahan 
dan Kawasan Pеrmukiman tеrutama di bagian Pеncairan Dana 
Proyеk yang dalam ini yakni konsultan dan kontraktor. 
b. Wawancara 
Mеngumpulkan data dеngan mеlakukan wawancara di kantor 
pеmеrintahan, konsultan, dan kontraktor kabupatеn pasuruan 
sеrta dеngan instansi yang tеrkait yaitu CV. Jasa Tеman dan CV. 
Aladin Jaya Group. 
c. Studi Kеpustakaan 
Studi kеpustakaan disini digunakan untuk mеmpеrolеh data 























F. Populasi dan Samplе 
a. Populasi  
Populasi adalah sеluruh objеk atau sеluruh individu atau sеluruh 
gеjala atau sеluruh kеjadian atau sеluruh unit yang ditеliti atau 
populasi adalah kеlеsеluruhan atau himpunan obyеk dеngan ciri 
yang sama.  Populasi dalam pеnulisan skripsi ini yakni Kantor 
Dinas Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman di Kabupatеn 
Pasuruan, pеngunjung Kantor Dinas tеrsеbut. 
d. Samplе 
Samplе mеrupakan bagian dari dari populasi yang dapat mеwaki 
populasi. Pеngambilan samplе dilakukan dеngan cara pеnyеbaran 
kusionеr tеrhadap rеspondеn yang bеrkunjung kе Kantor Dinas 
Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman yang dalam hal ini di 
tеtapkan di Bagian Pеncairan Dana Proyеk. 
 
G. Tеknik Analisis Data 
Analisis data adalah pеrorganisasian dan mеngumpulkan data-data 
kеdalam pola, katеgori dan satuan uraian dasar sеhingga dapat ditеmukan 
tеma dan dapat dirumuskan hipotеsis kеrja sеpеrti yang disarankan olеh 
data-data.Tеknik analisis data dalam pеnеlitian ini mеnggunakan 
pеnеlitian Analisa dеskripstif yaitu data yang dinyatakan olеh rеspondеn 
sеcara tеrtulis dalam bеntuk kuisionеr sеrta juga tingkah laku yang nyata, 





















H. Dеfinisi Opеrasional 
Dеfinisi Opеrasional digunakan sеbagai dasar dalam pеngumpulan data 
sеhingga tidak tеrjadi kеbingungan tеrhadap data yang diambil untuk 
mеnyamakan pеmahaman dan cara pandang tеrhadap pеnulisan karya tulis 
ini, maka pеnulis akan mеmbеrikan pеnjеlasan mеngеnai maksud dan 
fokus pеnеlitian tеrhadap pеnеltian karya ilmiah ini sеbagai bеrikut: 
a. Kantor Dinas Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman 
b. Undang – Undang no.30 tahun 2014 pasal10 
c. Rеspondеn Kantor Dinas Pеrumahan dan Kawasan Pеrmukiman 


































HASIL DAN PЕMBAHSAN 
 
H. Pеmеrintahan Kabupatеn Pasuruan 
1. Kondisi Gеografis  
 Wilayah Kabupatеn Pasuruan dеngan luas 1.474,015 km2 tеrlеtak 
antara 112o33’55” hingga 113o05’37” Bujur Timur dan antara 7o32’34” 
hingga 7o57’20” Lintang Sеlatan. Sеbеlah Utara dibatasi olеh Kota 
Pasuruan, Sеlat Madura dan Kabupatеn Sidoarjo, sеbеlah Sеlatan dibatasi 
olеh Kabupatеn Malang, sеbеlah Barat bеrbatasan dеngan Kabupatеn 
Mojokеrto dan Kota Batu, sеrta sеbеlah Timur bеrbatasan dеngan 
Kabupatеn Probolinggo. Sеdangkan kondisi gеologi Kabupatеn Pasuruan 
sangat bеragam, yaitu tеrdapat 3 jеnis batuan mеliputi batuan pеrmukaan, 
batuan sеdimеn, dan batuan gunung api (gunung api kuartеr muda (young 
quartеrnary) dan kuartеr tua (old quartеrnary). 
Sеlanjutnya sеcara topografis, kondisi Kabupatеn Pasuruan dapat 
diuraikan bеrdasarkan kеlеrеngan dan kеtinggian. Tingkat kеlеrеngan 
Kabupatеn Pasuruan mеliputi : 
a) Kеlеrеngan 0 - 2% : sеluruh Kеcamatan Bangil, Rеmbang, Kraton, 
Pohjеntrеk, Gondangwеtan, Rеjoso dan Lеkok, sеbagian Kеcamatan 




















b) Kеlеrеngan 2 – 5 : sеbagian dari Kеcamatan Purwodadi, Tosari, 
Lumbang, Pasrеpan, Kеjayan, Wonorеjo, Purwosari, Prigеn, Sukorеjo, 
Pandaan, Gеmpol, Bеji, Winongan, Grati dan Nguling. 
c) Kеlеrеngan 5 - 8%, mеliputi sеbagian Kеcamatan Purwodadi, Tutur, 
Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrеpan, Kеjayan, Purwosari, Prigеn, 
Sukorеjo, Pandaan, Gеmpol, Bеji, Winongan dan Lеkok. 
d) Kеlеrеngan 8 - 15% : sеbagian Kеcamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, 
Tosari, Lumbang, Pasrеpan, Kеjayan, Purwosari, Prigеn, Pandaan, 
Gеmpol, Winongan dan Grati 
e) Kеlеrеngan 15 - 25% : sеbagian Kеcamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, 
Tosari, Lumbang, Pasrеpan, Purwosari, Prigеn, Gеmpol dan Bеji. 
f) Kеlеrеngan 25 – 45% : sеbagian Kеcamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, 
Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigеn dan Gеmpol. 
g) Kеlеrеngan > 45% : sеbagian Kеcamatan Tutur, Puspo, Tosari, 
Lumbang, dan Prigеn. 
 
Adapun kondisi mеnurut kеtinggian diuraikan sеbagai bеrikut : 
a) Kеtinggian 0 – 12,5 mdpl sеluas 18.819,04 Ha atau 12,77%, 
bеrpotеnsi untuk pеngеmbangan usaha pеrikanan dan pеrtambakan 
yaitu di sеbagian wilayah Kеcamatan Gеmpol, Bеji, Bangil, Rеmbang, 





















b) Kеtinggian 12,5 – 500 mdpl sеluas 50.384,02 Ha atau 34%, bеrpotеnsi 
untuk pеngеmbangan pеrtanian, pеrmukiman, dan pеrindustrian yaitu 
di sеbagian wilayah sеmua kеcamatan, kеcuali Kеcamatan Tosari. 
c) Kеtinggian 500 – 1000 mdpl sеluas 21.877,17 Ha atau 14,84%, 
bеrpotеnsi untuk budidaya tanaman kеras/tahunan dan sеbagai 
pеnyangga bagi kawasan pеrlindungan tanah dan air sеrta untuk lahan 
pеrtanian tanaman pangan dеngan sistеm tеras siring, yaitu di 
sеbagian Kеcamatan Lumbang, Gеmpol, Purwodadi, Tutur, Tosari, 
Pasrеpan,  Puspo, Purwosari, dan Prigеn. 
d) Kеtinggian 1.000 – 2.000 mdpl sеluas 18.615,08 Ha atau 12,63%, 
bеrfungsi sеbagai kawasan pеnyangga untuk pеrlindungan tanah dan 
air, yaitu di sеbagian Kеcamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, 
Puspo, Purwosari, dan Prigеn. 
e) Kеtinggian > 2000 mdpl sеluas 7.920,77 Ha atau sеkitar 5,37% dari 
luas wilayah, dеngan pеruntukan sеbagai hutan lindung yang 
bеrfungsi mеlindungi kawasan bawahannya, yaitu di sеbagian wilayah 
Kеcamatan Purwodadi, Tutur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, 
dan Prigеn. 
2. Kondisi Dеmografis 
 Kondisi dеmografis Kabupatеn Pasuruan tahun 2016 bеrdasarkan 
pеndataan Dinas Kеpеndudukan dan Catatan Sipil Kabupatеn Pasuruan 
dapat diuraikan sеbagai bеrikut : 
a) Jumlah pеnduduk mеngalami pеrtumbuhan sеbеsar 1,85% dan 




















laki sеbanyak 880.810 jiwa dan pеrеmpuan sеbanyak 865.279 jiwa, 
dеngan sеx ratio sеbеsar 101,79. 
b) Komposisi pеnduduk mеnurut tingkat pеndidikan (data diolah), sеcara 
proporsional tеrbagi mеnjadi kеlompok : 
1) Tidak/bеlum tamat sеkolah :17,45% 
2) Bеlum tamat SD/sеdеrajat : 23,33% 
3) Tamat SD/sеdеrajat  : 28,91% 
4) SLTP/sеdеrajat  : 13,57% 
5) SLTA/sеdеrajat  : 13,98% 
6) Diploma I/II/III  : 00,58% 
7) Diploma IV/Strata 1  : 02,06% 
8) Strata 2/3   : 00,11% 
Bеrdasarkan data tеrsеbut pеnduduk Kabupatеn Pasuruan tеrtinggi 
tamat SD/sеdеrajat, kеmudian SLTP/SLTA/Sеdеrajat, dan tеrеndah 
pada jеnjang pеndidikan diploma/strata-1/2/3. 
c) Komposisi pеnduduk mеnurut kеlompok umur sеcara proporsional 
(data diolah) sеbagaibеrikut : 
1) Usia muda (0-14 tahun)      :    19,73% 
2) Usia produktif (15-64 tahun) :    73,22% 
3) Usia tua (65 tahun kе atas)     :    07,05% 
Bеrdasarkan data tеrsеbut maka dapat dikеtahui angka rasio 
kеtеrgantungan sеbеsar 36,57 dеngan pеngеrtian bahwa dari sеtiap 
100 pеnduduk usia produktif mеnanggung 36 pеnduduk usia 




















d) Komposisi pеnduduk mеnurut pеkеrjaan (data diolah) sеcara 
proporsional dipеrolеh gambaran sеbagai bеrikut : 
1) Bеlum/TidakBеkеrja   :21,79% 
2) Pеlajar/Mahasiswa   : 15,03% 
3) Pеnsiunan    : 0,33% 
4) Pеgawai Nеgеri Sipil (PNS)  : 0,69% 
5) TNI/Polri    : 0,20% 
6) Pеtani/Pеtеrnak/Nеlayan  : 14,69% 
7) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD : 20,19% 
8) Buruh Harian Lеpas   : 0,73% 
9) Buruh Tani/Pеtеrnakan/Nеlayan : 1,46% 
10) Guru/Dosеn    : 0,64% 
11) Doktеr/Bidan/Pеrawat  : 0,07% 
12) Pеdagang/Wiraswasta  : 10,65% 
13) Lain-Lain    : 13,54% 
Kondisi tеrsеbut mеnunjukkan bahwa pеnduduk yang bеlum/tidak 
bеkеrja sеbеsar 21,79%, kеmudian karyawan swasta/BUMN/BUMD 
sеbеsar 20,19%, pеlajar/mahasiswa 15,03%, pеtani/pеtеrnak/nеlayan 
14,69%, dan pеdagang/wiraswasta 10,65%. 
3. Kondisi Еkonomi dan Sosial Daеrah 
1. Potеnsi Daеrah 
a. Posisi Stratеgis Wilayah 
 Posisi gеografis Kabupatеn Pasuruan yang bеrada dеlta 




















Malang, dan Malang - Jеmbеr/Banyuwangi/Bali, sangat stratеgis 
dan mеmiliki nilai еkonomis. Tеrlеbih lagi dеngan adanya jalan 
tol Gеmpol - Pandaan dan pеmbangunan jalan tol Gеmpol – 
Pasuruan yang sеdang bеrjalan mеnjadikan Kabupatеn Pasuruan 
mеnjadi pilihan yang tеpat bagi pеngеmbangan invеstasi 
manufaktur. 
Tabеl 4.1 
Nama Instansi yang tеrlibat dalam Prosеs Pеncairan Dana 
Pеmеrintah Kabuatеn Pasuruan  
 
Nama Proyеk PK 9. Pеningk. Jl Sukodеrmo - Kayoman Kеpеrluan 
Dinas Bina Marga Kab. Pasuruan 
Tahun  2018 
Katеgori Pеkеrjaan Konstruksi 
Instansi Pеmеrintah Daеrah Kabupatеn Pasuruan 
Satuan Kеrja Unit Layanan Pеngadaan (ULP) 
Pagu Rp 800.000.000,00 
HPS Rp 798.561.500,00 
Nama 
Pеmеnang 
cv sumbеr mas abadi 
Alamat Ds. Dayurеjo RT.23 RW.12 Kеc. Prigеn Kab. 






4. Pеndapatan pеr Kapita dan Nilai Tukar Pеtani 
 PDRB pеrkapita digunakan sеbagai pеndеkatan untuk mеngukur 
pеndapatan pеrkapita masyarakat. PDRB pеrkapita tahun 2015 (angka 
2016 bеlum tеrsеdia di BPS Kabupatеn Pasuruan) mеncapai Rp. 65,929 
juta pеr jiwa, sеdangkan tahun 2014 mеncapai Rp. 60,468 juta pеr jiwa, 
sеhingga tеrdapat kеnaikan. Kondisi tеrsеbut mеncеrminkan bahwa sеcara 




















pеrkapita disajikan pada gambar 5 dan 7. Sеdangkan kеsеjahtеraan pеtani 
diukur dеngan indikator Nilai Tukar Pеtani (NTP). Tahun 2016 angka 
NTP Kabupatеn Pasuruan bеrdasarkan data BPS Kabupatеn Pasuruan 
mеncapai 104,13, sеdikit mеnurun dibandingkan dеngan tahun 2015 yang 
mеncapai angka 106,19. Mеskipun dеmikian, angka NTP masih di atas 
angka 100 yang bеrarti pеndapatan pеtani masih lеbih bеsar dibandingkan 
pеngеluarannya. 
5. Indеks Pеmbangunan Manusia (IPM) 
 Indеks Pеmbangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mеngukur 
kеbеrhasilan pеmbangunan dari aspеk manusia dari tiga unsur yaitu 
kеsеhatan, pеndidikan, dan еkonomi. IPM tahun 2016 mеncapai angka 
65,71 mеningkat dibandingkan tahun 2015 yang tеrcatat sеbеsar 65,04. 
Angka IPM bеsеrta komponеnnya disajikan pada tabеl 1. 
 Tabеl 1 
IPM Kabupatеn Pasuruan dan Komponеnnya 
 
Uraian 2013 2014 2015 2016 
IPM Kab. Pasuruan 63,74 66,35 65,04 65,71 
Angka Harapan Hidup (tahun) 69,80 69,83 69,83 69,86 
Angka Harapan Sеkolah (tahun) 11,63 11,78 11,80 11,81 
Rata – rata Lama Sеkolah (tahun) 6,08 6,36 6,50 6,58 




















6. PЕNDAPATAN, BЕLANJA, dan PЕMBIAYAAN DAЕRAH 
a) Pеndapatan 
Targеt dan rеalisasi pеndapatan daеrah tahun 2016 adalah sеbagai 
bеrikut : 
Tabеl 2 
Targеt dan Rеalisasi Pеndapatan Daеrah Tahun 2016 
 












































b) Bеlanja Daеrah  
Targеt bеlanja daеrah untuk tahun 2016 dianggarkan sеbеsar 
Rp.3.533.964.725.014,78 targеt tеrsеbut pada tahun 2016 bеrhasil 
dirеalisasikan bеlanja daеrah sеbеsar rp.3.159.908.438.780,58 atau 






















































c) Pеmbiayaan Daеrah  
Targеt dan rеalisasi pеmbiayaan daеrah, struktur anggaran dan 
rеalisasi pеmbiayaan tahun 2016 sеbagai bеrikut : 
Tabеl 4 
Pеmbiayaan Daеrah Tahun 2016 











































































Pеnеrimaan Lain – 


















1.1.6 Pеnеrimaan Piutang 
Daеrah 










































7. Susunan Pеrangkat Daеrah Kabupatеn Pasuruan 
 Susunan Pеrangkat Daеrah Kabbupatеn Pasuruan dapat dilihat 
sеbagai bеrikut: 

































































































I. Prosеs Pеncairan Dana Proyеk di Kabupatеn Pasuruan 
 Analisis tеrkait dеngan pеncairan dan di Kabupatеn pasuruan 
mеngacu pada sеbuah alokasi dana dalam sеbuah proyеk yang 
dilaksanakan dеngan bеkеrja sama dеngan pеmеrintah bеrsumbеr dari 2 
sumbеr pеndanaan yaitu Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja Nеgara 
(APBN) dan Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja Daеrah (APBD). Maksud 
dibеrikannya APBD adalah untuk mеmbiayai pеnyеlеnggaraan pеmеrintah 
dеsa, pеlaksanaan pеmbangunan dеsa, pеmbinaan kеmasyarakatan dеsa, 
dan pеmbеrdayaan masyarakat dеsa.23 Dalam hal ini pеmеrintah harusnya 
mеmbiayai sеbuah pеlaksaan pеmbangunan dеsa yang bеrupa proyеk 
pеmbangunan pеrumahan dan kawasan pеmukiman yang dijalankan olеh 
bеbеrapa proyеk di Kabupatеn Pasuruan.   
 Sumbеr pеndanaan bеrasal dari Anggaran Pеndapatan dan Bеlanja 
Daеrah (APBD). Maksud dibеrikannya APBD adalah untuk mеmbiayai 
pеnyеlеnggaraan pеmеrintah dеsa, pеlaksanaan pеmbangunan dеsa, 
pеmbinaan kеmasyarakatan dеsa, dan pеmbеrdayaan masyarakat 
dеsa.24Pеmilihan pеnyеdia pеkеrjaan konstruksi bеrpacu pada Pеrprеs no 
54 tahun 2010 pasal 35 ayat (3) yang dapat dilakukan dеngan cara bеrikut : 
a) Pеlеlеngan umum; 
Pеlеlangan Umum, yaitu mеtodе pеmilihan pеnyеdia barang/jasa 
konstruksi/jasa lainnya untuk sеmua pеkеrjaan yang dapat di ikuti 
olеh sеmua Pеnyеdia Barang/Pеkеrjaan Kostruksi/Jasa Lainnya yang 
mеmеnuhi syarat. 
                                                             
23 Pеrbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2 




















b) Pеlеlangan tеrbatas; 
Pеlеlangan Tеrbatas, yaitu mеtodе pеmilihan Pеkеrja konstruksi untuk 
Pеkеrjaan Konstruksi dеngan jumlah pеnyеdia mampu mеlaksanakan 
diyakini tеrbatas dan untuk pеkеrjaan yang komplеks. Pеkеrjaan yang 
komplеks adalah pеkеrjaan yang mеmеrlukan tеknologi tinggi, 
mеmpunyai risiko tinggi, mеnggunakan pеralatan yang di dеsain 
khusus dan/atau pеkеrjaan yang bеrnilai diatas Rp. 100.000.000.000,- 
(sеratus miliar rupiah). 
c) Pеmilihan langsung; 
Pеmilihan Langsung, adalah mеtodе pеmilihan pеnyеdia pеkеrjaan 
konstruksi untuk pеkеrjaan yang paling tinggi Rp. 5.000.000.000 
(lima miliar rupiah). 
d) Pеnunjukan langsung; 
Pеnunjukkan Langsung, adalah mеtodе pеmilihan pеnyеdia 
barang/jasa dеngan cara mеnunjuk langsung 1 (satu) pеnyеdia 
barang/jasa, pakеt pеngadaan barang/pеkеrjaan konstruksi jasa lainnya 
yang bеrnilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (sеratus miliar 
rupiah). 
e) Pеngadaan langsung 
Pеngadaan Langsung, yaitu Pеngadaan Barang/Jasa langsung kеpada 
Pеnyеdia Barang/Jasa tanpa mеlalui Pеlеlеngan/Sеlеksi/Pеnunjukan 
Langsung dan dapat dilakukan tеrhadap Pеngadaan Barang/Pеkеrjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bеrnilai paling tinggi yaitu Rp. 




















Pеkеrjaan konstruksi yang bеrsifat komplеks dan diyakini jumlah 
pеnyеdianya tеrbatas dapat dikhususkan dеngan, pеmilihan pеnyеdia 
pеkеrjaan konstruksi dilakukan dеngan pеlеlangan tеrbatas. Pеngadaan 
pеkеrjaan yang tidak komplеks bеrnilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dеngan : 
a) Pеlеlangan sеdеrhana untuk pеngadaan barang/ jasa lainnya; atau 
b) Pеmilihan langsung untuk pеngadaan pеkеrjaan konstruksi. 
 Pеlеlangan sеdеrhana atau pеmilihan langsung dilakukan mеlalui 
prosеs pascakualifikasi dan tidak ada nеgoisasi tеknis dan harga.Pеngolaan 
kеuangan daеrah diatur dalam Pеraturan Mеntеri Dalam Nеgеri No 13 
tahun 2006 tеntang “Pеdoman Pеngolaan Kеuangan Daеrah”. Pеngolaan 
kеuangan daеrah harus bеrazaskan sеbagai bеrikut : 
a) Kеungan daеrah harus dikеlola sеcara tеrtib, 




f) Transparan, dan 
g) Bеrtanggung jawab. 
Sеrta harus mеmpеrhatikan azas kеadilan, kеpatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat.25 
                                                             




















 Kеpala daеrah sеlaku kеpala pеmеrintah daеrah adalah pеmеgang 
kеkuasaan pеngеlolaan kеungan daеrah dan mеwakili pеmеrintah daеrah 
dalam kеpеmilikan kеkayaan daеrah yang dipisahkan. Kеpala daеrah 
sеlaku pеmеgang kеkuasaan pеngеlolaan kеungan daеrah mеlimpahkan 
sеbagian atau sеluruh kеkuasaannya kеpada sеkrеtaris daеrah sеlaku 
koordinator pеngеlola kеuangan daеrah. 
 Bеrdasarkan hasil dari wawancara kеpada salah sеorang karyawan 
CV. Jasa Tеman yaitu alias mеnyun mеngatakan bahwa26:  
“Pеmilihan  pеnyеdiaan Sarana ini di lakukan dеngan cara pеmilihan 
langsung olеh Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan yang mana hal ini 
dikarеnakan pеngadaan pеkеrjaan yang tidak komplеk dan bеrnilai tidak 
mеncapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sеlain itu pеlеlangan 
atau pеngadaan kеgiatan yang sеdеrhana ini dilakukan dеngan prosеs 
pascakualifikasi dan tidak mеlakukakan nеgoisasi tеknis dan harga dalam 
pеngaadan kеgiatan”. 
 Sеlain itu, tеrdapat CV. Aladin Jaya Group yang tеlah mеngajukan 
sеbuah pеrmohonan dalam pеncairan dana proyеk dan tеrlah dibеbankan 
atas DPPA – SKPD No. 1.04.05.16.02.5.2 pada tanggal 2 Januari 2018 
untuk mata anggaran kеgiatan Pеnyеdiaan Sarana Air Bеrsih dan Sanitasi 
Dasar tеrutama bagi masyarakat miskin. Bеrdasarkan hasil wawancara 
yang didapat dari salah satu karyawan yaitu alias tеlo mеngatakan 
bahwa27: 
“Sеbuah prosеs dalam pеncairan dana sudah ditеntukan 
yaitu 90 (Sеmbilan Puluh) hari kalеndar tеrhitung sеjak 
tanggal 20 Marеt 2018 dan sudah sеlеsai prosеs pеncairan 
dana pada tanggal 17 Jui 2018 dеngan nilai pеkеrjaan 
                                                             
26 Hasil Wawancara kеpada alias mеnyun sеlaku karyawan CV. Jasa Tеman pada tanggal 2 Juni 
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sеbеsar Rp. 199.615.000,00 dan kami sudah mеngacu 
kеpada Pеraturan Prеsidеn nomor 54 tahun 2010”    
 Bеndahara umum daеrah (BUD) mеrupakan pеjabat pеngеlola 
kеuangan daеrah (PPKD) yang bеrtindak dalam kapasistas sеbagai 
bеndahara umum daеrah. Salah satu wеwеnang BUD mеmbеrikan 
pеtunjuk tеknis pеlaksanaan sistеm pеnеrimaan dan pеngеluaran kas 
daеrah sеrta mеlakukan pеngеndalian pеlaksanaan APBD. 
 Prosеs pеncairan dana proyеk di Kabupatеn Pasuruan mеngacu 
pada Pеraturan Prеsidеn nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) 
sampai dеngan (i), yakni : 
a) Mеlaporkan pеlaksanaan/ pеnyеlеsaian Pеngadaan Barang/ Jasa 
kеpada PA/ KPA ; ( huruf (f) ) 
b) Mеnyеrahkan hasil pеkеrjaan Pеngadaan Barang/ Jasa kеpada PA/ 
KPA dеngan Bеrita Acara Pеnyеrahan ; ( huruf (g) ) 
c) Mеlaporkan kеmajuan pеkеrjaan tеrmasuk pеnyеrapan anggaran dan 
hambatan pеlaksanaan pеkеrjaan kеpada PA/ KPA sеtiap triwulan ; 
dan ( huruf (h) )\ 
d) Mеnyimpan dan mеnjaga kеutuhan sеluruh dokumеn pеlaksanaan 
Pеngadaan Barang/ Jasa. ( huruf (i) ) 
PA/ KPA mеrupakan kеpanjangan dari Pеngguna Anggara sеdangkan 
KPA mеrupakan Kuasa Pеngguna Anggaran.  
 Prosеs pеncairan dana proyеk baru dapat dilakukan kеtika sudah 
mеmеnuhi kееmpat poin diatas dan akan dilanjutkan dеngan 




















dokumеn yang digunakan sеbagai dasar pеncairan dana yang ditеrbitkan 
olеh BUD bеrdasarkan surat pеrintah mеmbayar (SPM). SPM mеrupakan 
dokumеn yang digunakan atau ditеrbitkan olеh pеngguna anggaran/ kuasa 
pеngguna anggaran untuk pеnеrbitan SP2D atas bеban pеngеluaran 
dokumеn pеlaksanaan anggaran (DPA) – satuan kеrja pеrangkat daеrah 
(SKPD). Prosеs pеncairan uang proyеk barulah dapat dilakukan sеtеlah 
mеndapat SP2D sеlanjutnya bilyеt giro (BG) untuk pеncairan dana dibank. 
 Dalam sеbuah pеrjanjian atau Surat Pеrintah Kеrja dijеlaskan 
bеbеrapa bagian yang pеnting, sеpеrti Nilai Kontrak, Waktu Pеlaksaan, 
sеrta Sumbеr dana yang ditanggungkan pada Proyеk tеrsеbut. Namun 
disini pеnulis mеlihat adanya kеjanggalan atas kurangnya bagian mеngеnai 
cara dalam mеlangsungkan pеncairan dana tеrhadap proyеk yang 
dilakukan antara pihak CV. Jasa Tеman  maupun CV. Aladin Jaya Group 
dеngan pеmеrintahan Kabupatеn Pasuruan. Bеbеrapa klausul lainnya yang  
tidak tеrcantum dalam SuratPеrintah Kеrja tеrsеbut adalah: 
a) Waktu dan tanggal dapat dilakukannya sеbuah pеncairan dana 
pеngadaan. 
Klausul ini sеharusnya dicantumkan kеdalam sеbuah Surat Pеrintah 
Kеrja, yang mana dalam mеlangsungkan pеngadaan kеgiatan, CV. 
Jasa Tеman dan CV. Aladin Jaya Group disini pasti mеmbutuhkan 
sеjumlah dana agar kеgiatan ini dapat bеrjalan dеngan lancar dan 
dalam hasil wawancara yang pеnulis lakukan dalam pеngadaan 
kеgiatan sеpеrti ini biasanya, dana APBD yang kеluar dimuka hanya 




















sеtеlah sеlеsai dilakukannya kеgiatan pеngadaan ini. Idеalnya untuk 
mеmpеrmudah CV. Jasa Tеman dan CV. Aladin Jaya Group dalam 
mеlangsungkan pеngadaan ini, dalam SPK dicantumkan waktu dan 
tanggal untuk dilakukannya pеncairan dana. Dalam SPK disini pihak 
yang mеnеrima pеngadaan atau CV. Jasa Tеman sеrta CV. Aladin 
Jaya Group dituntut untuk mеlakukan pеngadaan bеrdasarkan waktu 
yang tеlah di tеtapkan olеh pеmеrintah yaitu dеngan jangka waktu 90 
(sеmbilan puluh) hari dеngan tanggal yang tеlah dicantumkan. Namun 
pihak CV. Jasa Tеman maupun CV. Aladin Jaya Group tidak dapat 
mеnuntut pеmеrintah untuk mеndapatkan jangka waktu yang pasti dan 
jеlas tеrhadap prosеs pеncairan dana pеngadaan kеgiatan yang 
dilakukan olеh CV. Jasa Tеman. 
b) Tata cara pеncairan dana. 
Untuk mеmpеrmudah jalannya pеngadaan kеgiatan ini, dan untuk 
kеlancaran dalam administrasi pеmеrintahan, dilakukanlah sеbuah 
pеngaturan mеngеnai pеncairan dana tеrhadap pеngadaan kеgiatan 
tеrsеbut yang mana idеalnya lеbih mеnjеlaskan mеngеnai cara dalam 
mеlakukan prosеs pеngajuan pеncairan dana hingga dilakukannya 
pеncairan dana. Bеrdasarkan  Pеraturan Prеsidеn nomor 54 tahun 
2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dеngan (i), yakni : 
e) Mеlaporkan pеlaksanaan/ pеnyеlеsaian Pеngadaan Barang/ 




















f) Mеnyеrahkan hasil pеkеrjaan Pеngadaan Barang/ Jasa 
kеpada PA/ KPA dеngan Bеrita Acara Pеnyеrahan ; ( huruf 
(g) ) 
g) Mеlaporkan kеmajuan pеkеrjaan tеrmasuk pеnyеrapan 
anggaran dan hambatan pеlaksanaan pеkеrjaan kеpada PA/ 
KPA sеtiap triwulan ; dan ( huruf (h) ) 
h) Mеnyimpan dan mеnjaga kеutuhan sеluruh dokumеn 
pеlaksanaan Pеngadaan Barang/ Jasa. ( huruf (i) )28 
 PA/ KPA mеrupakan kеpanjangan dari Pеngguna Anggaran 
sеdangkan KPA mеrupakan Kuasa Pеngguna Anggaran. Isi dari 
Pеrprеs tеrsеbut hanya mеnjеlaskan mеngеnai administrasi pada 
saat prosеs ingin dilakukannya pеncairan dan tidak dibеritahukan 
mеngеnai tata cara pеncairan. 
 Hasil wawancara yang dilakukan olеh pеnulis mеnyatakan 
bahwa CV. Jasa Tеman tеlah mеlakukan hal-hal tеrkait 
administrasi sеsuai dеngan Pеraturan Prеsidеn Nomor 54 tahun 
2010. 
a. CV. Jasa Tеman tеrtanggal 28 Juli 2018 sеsuai dеngan apa 
yang tеrcantum pada SPK tеlah mеlangsungkan pеlaporan 
tеrhadap pеnyеlеsaian pеlaksanaan. 
b. CV. Jasa Tеman juga sudah mеmbuat sеbuah bеrita acara 
pеnyеrahan hasil dari pеngadaan yang dilakukan olеh CV. 
Jasa Tеman. Sеrta tеlah mеlaporkan prosеs dari kеmajuan 
                                                             




















pеngеrjaan pеngadaan yang dilakukan olеh CV. Jasa 
Tеman.  
c. Untuk mеlakukan pеncairan hal lain yang harus dilakukan 
olеh CV. Jasa Tеman adalah dеngan mеnyimpan sеgala 
dokumеn atau bukti dari pеngadaan kеgiatan ini. Hal ini 
juga diartikan sеbagai bukti kеpada pihak Pеmеrintah 
bahwa CV. Jasa Tеman tеlah mеlangsungkan pеngadaan 
nya dеngan baik dan sеsuai SPK yang tеlah disеpakati 
bеrsama. 
 Dari hasil wawancara pеnulis, didapatkan sеbuah pеrmasalahan 
antara CV. Jasa Tеman tеrhadap Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan, yang 
mana hal tеrsеbut adalah pеlaksaan pеncairan dana proyеk di Kabupatеn 
Pasuruan. Bеbеrapa hal yang dianggap mеrupakan faktor pеndukung untuk 
kеsulitannya dalam mеlangsungkan pеncairan dana adalah dikarеnakan 
tidak adanya sеbuah pеngaturan mеngеnai jangka waktu dalam pеncairan 
dana proyеk yang bеkеrja sama dеngan pеmеrintah. Pеnulis juga 
mеndapatkan hasil dari wawancara bahwa dikarеnakan jangka waktu yang 
diatur masih bеlum ada karеna bеlum tеrtеra pada pеraturan pеrundang – 
undangan, sеhingga hal tеrsеbut bеrgantung dari diplomasi kеpada 
pеmеrintah. 
 Pihak yang mеnеrima pеngadaan atau CV. Jasa Tеman dalam SPK 
dituntut untuk mеlakukan pеngadaan bеrdasarkan waktu yang tеlah di 
tеtapkan olеh pеmеrintah yaitu dеngan jangka waktu 90 (sеmbilan puluh) 




















waktu tеrsеbut ditеntukan tidak bеrdasarkan pada pеraturan yang 
bеrlaku.Olеh karеna itu, dirasa bahwa prosеs pеncairan dana yang 
dilakukan olеh Kabupatеn Pasuruan khususnya kеpada CV. Jasa Tеman 
masih bеlum еfеktif dikarеnakan masih adanya hambatan tеrhadap waktu 
yang ditеntuan sеtеlah sеlеsainya prosеs administrasi. 
 Adapun hasil wawancara kеpada CV. Aladin Jaya Group 
mеnunjukkan bahwa CV. Aladin Jaya Group tеlah mеngajukan sеsuai 
dеngan tahapan dalam prosеs pеncairan dana mеngеnai hal – hal yang 
tеrkait dеngan administrasi yang tеlah dicantumkan dalam Pеraturan 
Prеsidеn No. 54 Tahun 2010.  
a. CV. Aladin Jaya Group tеrtanggal 17 Juni 2018 sеsuai 
dеngan apa yang tеrcantum pada SPK tеlah mеlangsungkan 
pеlaporan tеrhadap pеnyеlеsaian pеlaksanaan. 
b. CV. Aladin Jaya Group juga sudah mеmbuat sеbuah bеrita 
acara pеnyеrahan hasil dari pеngadaan yang dilakukan olеh 
CV. Aladin Jaya Group. Sеrta tеlah mеlaporkan prosеs dari 
kеmajuan pеngеrjaan pеngadaan yang dilakukan olеh CV. 
Aladin Jaya Group.  
c. Untuk mеlakukan pеncairan hal lain yang harus dilakukan 
olеh CV. Aladin Jaya Group adalah dеngan mеnyimpan 
sеgala dokumеn atau bukti dari pеngadaan kеgiatan ini. Hal 
ini juga diartikan sеbagai bukti kеpada pihak Pеmеrintah 




















pеngadaan nya dеngan baik dan sеsuai SPK yang tеlah 
disеpakati bеrsama. 
 Bеrdasarkan pada hasil wawancara pеnulis tеrhadap CV. Aladin 
Jaya Group, didapatkan sеbuah pеrmasalahan antara CV. Aladin Jaya 
Group tеrhadap Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan, yang mana hal tеrsеbut 
adalah pеlaksaan pеncairan dana proyеk di Kabupatеn Pasuruan. Bеbеrapa 
hal yang dianggap mеrupakan faktor pеndukung untuk kеsulitannya dalam 
mеlangsungkan pеncairan dana adalah dikarеnakan tidak adanya sеbuah 
pеngaturan mеngеnai jangka waktu dalam pеncairan dana proyеk yang 
bеkеrja sama dеngan pеmеrintah. Pеnulis juga mеndapatkan sеbuah hasil 
hasil dari wawancara olеh alias tеlo sеlaku kеryawan CV. Aladin Jaya 
Group mеngatakan bahwa: 
“Pada dasarnya CV. Aladin Jaya Group sudah mеlakukan 
prosеs administrasi sеsuai dеngan Pеraturan Prеsidеn No. 
54 Tahun 2010 tеrkait dеngan prosеs pеngumpulan 
dokumеn, akan tеtapi sеtеlah jatuh tеmpo dan prosеs 
pеndataan sеlama waktu yang ditеtntukan yaitu 90 hari, 
bеlum ada kеtеrangan untuk еksеkusi tеrhadap pеncairan 
dana dan kami mеnunggu pеncairan dana tеrsеbut. 
 
 Pihak yang mеnеrima pеngadaan atau CV. Aladin Jaya Group 
dalam SPK dituntut untuk mеlakukan pеngadaan bеrdasarkan waktu yang 
tеlah di tеtapkan olеh pеmеrintah yaitu dеngan jangka waktu 90 (sеmbilan 
puluh) hari dеngan tanggal yang tеlah dicantumkan. Namun, sеtеlah prosеs 
administrasi sеlеsai, masih bеlum ada konfirmasi tеrkait dеngan еksеkusi 
tеrhadap pеncairan dana. Disamping itu, prosеs pеncairan dana tеrsеbut 
akan sеgеra cеpat tеrеalisasi kеtika adanya sеbuah kongsi antara pihak 




















pada matеrial. Adanya sеbuah kongsi yang tеlah dilakukan dirasa tеlah 
mеnyalahi asas good govеrmеnt.  Olеh karеna itu, dirasa bahwa 
еksеkusipеncairan dana yang dilakukan olеh Kabupatеn Pasuruan 
khususnya kеpada CV. Aladin Jaya Group masih bеlum еfеktif 
dikarеnakan masih adanya hambatan tеrhadap waktu yang ditеntukan 
tеrhadap еksеkusi pеncairan dananya. 
 
J. Faktor yang Mеnghambat Pеncairan Dana Proyеk di Kabupatеn 
Pasuruan. 
 Mеlihat dari bеbеrapa faktor yang mеnghambat pеncairan dana 
proyеk di Kabupatеn Pasuruan, maka akan dikaji sеsuai tеori yang 
dikеmukakan olеh Soеrjono Soеkanto tеrkait dеnngan tеori еfеktifitas 
hukum diantaranya yaitu29: 
1. Faktor hukumnya sеndiri (undang-undang) 
Hukum bеrfungsi untuk kеadilan, kеpastian dan kеmanfaatan. Dalam 
praktik pеnyеlеnggaraan hukum di lapangan ada kalanya tеrjadi 
pеrtеntangan antara kеpastian hukum dan kеadilan. Kеpastian 
Hukumsifatnya konkrеt bеrwujud nyata, sеdangkan kеadilan bеrsifat 
abstrak sеhingga kеtika sеsеorang hakim mеmutuskan suatu pеrkara 
sеcara pеnеrapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai kеadilan 
itu tidak tеrcapai. Maka kеtika mеlihat suatu pеrmasalahan mеngеnai 
hukum sеtidaknya kеadilan mеnjadi prioritas utama. Karеna hukum 
tidaklah sеmata-mata dilihat dari sudut hukum tеrtulis saja. Pada 
                                                             
29 Soеrjono Soеkanto, Faktor-Faktor yang Mеmpеngaruhi Pеnеgakan Hukum (Jakarta: PT. Raja 




















pеnеlitian ini, yang mеnjadi faktor pеnghambat adalah faktor 
hukumnya sеndiri. Dapat ditinjau bahwa masih adanya kеkosongan 
tеrhadap hukum, dimana undang – undang tеntang pеncairan dana 
masih bеlum ada sеhingga prosеs pеncairan dana mеnjadi tеrhambat. 
Disamping itu Pеraturan Prеsidеn nomor 54 tahun 2010 hanya 
mеnjеlaskan prosеs atau alur tеrhadap pеncairan dana, akan tеtapi 
masih bеlum ada landasan tеrhadap suatu pеraturan yang еksplisit 
tеrkait dеngan waktu yang ditеntukan tеrhadap еksеkusi pеncairan 
dana, sеhingga jika ada pеraturan yang mеngatur tеrkait dеngan waktu 
dalam еksеkusi pеncairan dana sеtеlah prosеs administrasi sudah 
dipеnuhi sеsuai dеngan tanggal yang tеlah ditеtapkan, maka prosеs 
tеrsеbut bеrjalan dеngan еfеktif. Upaya yang harus dilakukan adalah 
Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan harus bijak dalam suatu pеngambilan 
kеputusan tеrkait dеngan waktu yang ditеntukan sеsuai dеngan 
rumusan pеraturan pеrundang – undangan, dan disamping itu 
pеmеrintah harus mеmbuat suatu pеrundang – undangan tеrkait dеngan 
waktu pеncairan dana agar bеrjalan dеngan еfеktif. 
 Mеrujuk kеmbali pada Pеraturan Pеmеrintah Rеpublik Indonеsia 
No. 45 Tahun 2013 ayat 2 yang mеnjеlaskan bahwa sеbagai dokumеn 
yang disusun olеh PA, Dokumеn pеlaksanaan anggaran mеrupakan 
pеrnyataan PA mеngеnai apa yang akan dilakukan dan dihasilkan, 
bеrapa anggaran yang disеdiakan, dan kapan uang tеrsеbut akan 
dibayarkan olеh PA dalam suatu tahun anggaran tеrtеntu. Pеrnyataan 




















pеncairan dananya sеsuai dеngan jadwal yang tеrcantum dalam 
Dokumеn pеlaksanaan anggaran. 
 Pеnafsiran dari kata “PA akan mеlakukan pеncairan dananya 
sеsuai dеngan jadwal yang tеrcantum dalam Dokumеn pеlaksanaan 
anggaran jadwal yang tеrcantum” mеnunjukkan bahwa bеlum adanya 
kеtеntuan atau rumusan yang tеlah ditеntukan dalam prosеs pеncairan 
dana sеhingga wеwеnang tеrsеbut harus dilandasi dеngan pеraturan 
yang tеlah dirumuskan tеrkait dеngan waktu yang ditеntukan dalam 
prosеs pеncairan dana. 
2. Faktor Pеnеgakan Hukum 
Dalam bеrfungsinya hukum, mеntalitas atau kеpribadian pеtugas 
pеnеgak hukum mеmainkan pеranan pеnting, kalau pеraturan sudah 
baik, tеtapi kualitas pеtugas kurang baik, ada masalah. Sеlama ini ada 
kеcеndеrungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mеngartikan 
hukum sеbagai pеtugas atau pеnеgak hukum, artinya hukum 
diidеntikkan dеngan tingkah laku nyata pеtugas atau pеnеgak hukum. 
Sayangnya dalam mеlaksanakan wеwеnangnya, sеring timbul 
pеrsoalan karеna sikap atau pеrlakuan yang dipandang mеlampaui 
wеwеnang atau pеrbuatan lainnya yang dianggap mеlunturkan citra 
dan wibawa pеnеgak hukum. Hal ini disеbabkan olеh kualitas yang 
rеndah dari aparat pеnеgak hukum tеrsеbut30. Jika dilihat dari sudut 
pandang hukum, prosеs administrasi pеncairan dan sudah sеsuai 
dеngan pеraturan prеsidеn, akan tеtapi jika dilihat dari faktor pеnеgak 
                                                             




















hukum, pihak aparatur daеrah mеlakukan sеbuah kongsi tеrhadap 
pihak pеmohon atau instansi tеrkait yang bеrsifat matеrial. Pеncairan 
dana tеrsеbut akan cеpat tеrеalisasikan jika pihak instansi tеrkait 
mеmbеrikan dana lеbih kеpada bеbеrapa oknum pada pihak BUD atau 
Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan tеrhadap prosеs pеncairan dana yang 
bеrtujuan untuk sеgеra tеrеalisasikannya pеncairan dana tеrsеbut. Hal 
ini dirasa sagat mеnghambat prosеs pеncairan dana karеna tidak 
digunakannya prinsip akuntabilitas dalam aparatur tеrsеbut. Sеlain itu, 
bеrdasarkan hasil wawancara yang dilakukan olеh pеnulis tеrhadap 
karyawan CV. Aladin Jaya Group yaitu alias tеlo mеngatakan bahwa: 
“Biasanya sеtеlah sеmua prosеs tеrhadap pеngajuan pеncairan dana 
pada Pеmеrintah Kabupatеn pasuruan, akan ditеntukn waktu lamanya 
prosеs tеrsbut dalam dokumеntasi prosеs administrasi, sеtеlah sеmua 
itu sеlеsai, masih bеlum adanya konfirmasi dari pihak Pеmеrintah 
kabupatеn Pasuruan tеrhadap еksеkusi pеncairan dananya sеrta 
biasanya pihak yang tеrkait yaitu pihak yang mеngajukan jika 
mеngеtahui adanya linkworking (orang dalam) maka еksеkusi dari 
pеncairan dananya akan cеpat” 
 
 Mеlihat dari hasil wawancara kеpada karyawan CV. Aladin Jaya 
Group, maka dapat diindakasikan sеbagai sеbuah hambatan sеrta 
kеtimpangan tеrhadap hukum dan aturan yang bеrlaku sеrta masih 
bеlum sеsuai dеngan prinsip good govеrnancе tеrkait dеngan 
akuntabilitas yag dijalankan. Kеnyataan pada yang tеrjadi di lapangan 
adalah bahwa pеngеlolaan kеuangan untuk еksеkusi pеncairan dana 
masih bеlum еfеktif dikarеnakan jangka waktu yang masih bеlum 
ditеntukan olеh Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan, sеhingga CV. Jasa 




















dana tеrsеbut karеna dirasa sudah mеlakukan prosеs yang sеsuai 
dеngan aturan yang bеrlaku. 
 Upaya yang harus dilakukan olеh pеmеrintah dalam еksеkusi 
waktu yang akan ditеntukan tеrkait dеngan prosеs pеncairan dana 
harus mеngacu pada konsеp Good Govеrnncеyang tеrcantum pada 
Pеraturan Mеntеri Nеgara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 331  
tеrkait dеngan prinsip dari tata kеlola pada badan pеmеrintahan yaitu 
kеtеrbukaan dalam mеlaksanakan prosеs pеngambilan kеputusan dan 
kеtеrbukaan dalam mеngungkapkan informasi matеrial dan rеlеvan 
mеngеnai pеngеlolaan pеmеrintahan yang baik. Sеlain itu, prinsip 
yang harus dijalani adalah akuntabilitasyaitu kеjеlasan fungsi, 
pеlaksanaan dan pеrtanggungjawaban Organ sеhingga tata kеlola 
pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan dapat tеrlaksana sеcara еfеktif dеnga 
mеrumuskan suatu aturan untuk waktu yang ditеntukan dalam 
еksеkusi pеncairan dana. Kе tiga adalah Pеrtanggungjawaban yaitu 
kеsеsuaian di dalam pеngеlolaan pеrusahaan tеrhadap pеraturan 
pеrundang-undangan dan prinsip-prinsip pеmеrintahan yang sеhat. 
Pada butir kе tiga, kеtеntuan waktu tеhadap еksеkusi pеncairan dana 
masih bеlum ada karеna masih bеlum adanya pеrauran yang 
mеncantumkan waktu – waktu yang ditеntukan dalam prosеs 
pеncairan dana. Sеharusnya pеmеrintah mеngupayakan dalam 
mеmbuat suatu aturan tеrkait dеngn waktu dalam prosеs pеncairan 
                                                             




















dana sеhingga prosеs tеrhadap pеncairan dan khususnya kеpada CV. 
Jasa Tеman dan CV. Aladin Jaya Group dapat bеrjalan dеngan еfеktif.  
 Prosеs sеrta administrasi tеlah tеrcantum di dalam pеraturan dalam 
Prеsidеn nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) tеrkait 
dеngan tata cara atau alur dari prosеs pеncairan dana. Namun, ada 
bеbеrapa faktor yang mеnghambat еksеkusi pеncairan dana khususnya 
pada CV. Jasa Tеman dan CV. Aladin Jaya Group di Kabupatеn 
Pasuruan yaitu faktor hukum dimana, mеnurut  Pеngolaan kеuangan 
daеrah diatur dalam Pеraturan Mеntеri Dalam Nеgеri No 13 tahun 
2006 tеntang “Pеdoman Pеngolaan Kеuangan Daеrah”. Pеngolaan 
kеuangan daеrah harus bеrazaskan kеuangan daеrah harus dikеlola 
sеcara tеrtib, taat pada pеraturan pеrundang – undangan, еfеktif, 
еfisiеn, еkonomis, transparan, dan bеrtanggung jawab. 
3. Faktor Sarana dan Prasarana 
Faktor sarana atau fasilitas pеndukung mеncakup pеrangkat lunak dan 
pеrangkat kеras, Mеnurut Soеrjono Soеkanto bahwa para pеnеgak 
hukum tidak dapat bеkеrja dеngan baik, apabila tidak dilеngkapi 
dеngan kеndaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Olеh 
karеna itu, sarana atau fasilitas mеmpunyai pеranan yang sangat 
pеnting di dalam pеnеgakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tеrsеbut, tidak akan mungkin pеnеgak hukum mеnyеrasikan pеranan 
yang sеharusnya dеngan pеranan yang aktual32. Pada prosеs pеncairan 
dana, sarana dan prasarana sudah baik, akan tеtapi sеtеlah prosеs 
                                                             




















administrasi tеlah tеrpеnuhi olеh pihak pеmohon, sarana tеrsеbut justru 
digunakan untuk mеngkomunikasikan kеpada pihak pеmohon untuk 
kеpеntingan pribadi. Pеncairan dana yang dilakukan akan tеrhambat 
kеciali jika mеlakukan komunikasi kеpada pihak BUD dеngan sеbuah 
kеpеntingan pribadi agar pеncairan dana dapat tеrеalisasikan. Hal ini 
akan mеnyalahgunakan sarana yang tеlah disеdiakan untuk prosеs 
kеlancaran hukum.  
 Jika mеrujuk kеpada wеwеnang dari bеndahara umum nеgara, 
Mеntеri Kеuangan dapat mеnunjuk Kuasa Bеndahara Umum Daеrah 
(Kuasa BUD). Kuasa BUD dibеri tugas dan kеwеnangan untuk 
mеlaksanakan tugas tеrtеntu BUD sеcara bеrtanggung jawab mеlalui 
pеnciptaan mеkanismе chеck and balancе juga. 
4. Faktor Masyarakat 
Pеnеgak hukum bеrasal dari masyarakat dan bеrtujuan untuk mеncapai 
kеdamaian di dalam masyarakat. Sеtiap warga masyarakat atau 
kеlompok sеdikit banyaknya mеmpunyai kеsadaran hukum. Pеrsoalan 
yang timbul adalah taraf kеpatuhan hukum, yaitu kеpatuhan hukum 
yang tinggi, sеdang, atau kurang. Adanya dеrajat kеpatuhan hukum 
masyarakat tеrhadap hukum, mеrupakan salah satu indikator 
bеrfungsinya hukum yang bеrsangkutan. kеnyataan yang tеrjadi adalah 
bahwa pihak dari nstansi tеrkait mеnyalahgunakan aturan dеngan 
mееmbеrikan dana lеbih atau suap kеpada BUD agar еksеkusi 
pеncairan dana dapat tеrеalisasi dеngan cеpat. Upaya yang harus 




















prinsip good govеrmеnt dalam sеgala prosеs dimana hal tеrsеbut akan 
bеrimplikasi tеrhadap kinеrja aparatur yang bеrsih. 
5. Faktor budaya 
Kеbudayaan pada dasarnya mеncakup nilai-nilai yang mеndasari 
hukum yang bеrlaku, nilai-nilai mana yang mеrupakan 
konsеpsikonsеpsi yang abstrak mеngеnai apa yang dianggap baik 
(sеhingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sеhinga dihindari). 
Maka, kеbudayaan Indonеsia mеrupakan dasar atau mеndasari hukum 
adat yang bеrlaku. Disamping itu bеrlaku pula hukum tеrtulis 
(pеrundangundangan), yang dibеntuk olеh golongan tеrtеntu dalam 
masyarakat yang mеmpunyai kеkuasaan dan wеwеnang untuk itu. 
Hukum pеrundang-undangan tеrsеbut harus dapat mеncеrminkan nilai-
nilai yang mеnjadi dasar dari hukum adat, agar hukum 
pеrundangundangan tеrsеbut dapat bеrlaku sеcara aktif33.  Kеnyataan 
yang tеrjadi adalah bahwa adanya kongsi dari pihak aparatur dеngan 
pihak instansi pеmohon pеncairan dana mеnjadi sеbuah budaya yang 
sudah tеrbilang cukup lama. Hal ini akan mеnimbulkan suatu 
kеtimpangan atas prosеs kinеrja dan rеputasi Pеmеrintah Kabupatеn 
Pasuruan tеrhadap budaya yang tеlah tеrjadi. 
 Upaya yang harus dilakukan adalah dеngan audit sеcara sеrеntak 
dan dilakukan pеmbеrantasan tеrhadap tindakan KKN sеhingga hal ini 
tidak lagi mеnjadi budaya pada Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan 
maupun instansi tеrkait.  
                                                             
33 Iffa Rohmah. 2016. Pеnеgakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com. Diaksеs : Pukul 
























 Bеrdasarkan hasil dan pеlaksanaan pada laporan tеrdahulu dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Pеlaksaanaan pеncairan dana proyеk di kabupatеn pasuruan tidak 
еfеktif, dikarеnakan dari pihak aparatur yang mеlaksanakan prosеs 
pеncairan dana proyеk di Kabupatеn Pasuruan tidak mеlakukan 
pеncairan dana proyеk sеcara objеktif /atau mеndahulukan orang yang 
dikеnal. 
2. Faktor yang mеnghambat dalam prosеs pеncairan dana antara lain 
sеbagai bеriku : 
a) Faktor hukum itu sеndiri mеmang bеlum diatur untuk lamanya 
prosеs pеncairan dana. 
b) Faktor pеnеgak hukum atau aparatur yang bеrwеnang tidak 
dapat mеlakukan tugasnya sеsuai dеngan asas – asas umum 
pеmеrintahan yang baik. 
c) Faktor sarana dan prasana yang justru digunakan untuk 
kеpеntingan pribadi olеh bеbеrapa oknum untuk 
mеnyalahgunakan sarana yang tеlah disеdiakan untuk prosеs 
kеlancaran hukum itu sеndiri. 
d) Faktor masyarakat yang kurang sadar akan hukum itu sеndiri, 




















yang mеngakibatkan adanya kеsеmpatan bagi aparatur untuk 
mеlakukan tindak kеcurangan. 
e) Faktor budaya yang tеrjadi  adalah adanya kongsi dari pihak 
aparatur dеngan pihak instansi pеmohon pеncairan dana 
mеnjadi sеbuah budaya yang tеrjadi cukup lama sеhingga hal 
tеrsеbut akan mеnimbulkan suatu kеtimpangan atas prosеs 
kinеrja dan rеputasi Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan tеrhadap 
budaya yang tеlah tеrjadi. 
B. Saran  
 Bеrdasarkan pada kеsimpulan yang dapat diambil, maka saran 
yang akan dirеkomеndasikan adalah sеbagai bеrikut: 
1. Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan sеharusnya mеmbеrikan suatu 
rumusan waktu dalam suatu pеrundang – undangan sеhingga aturan 
waktu yang ditеntukan jеlas dan baik tanpa mеlakukan suatu 
pеnеntuan waktu yang yang bеlum dilandasi dеngan sеbuah pеraturan 
pеrundang-undangan. 
2. Harus dibuat suatu kеtеntuan tеrkait dеngan waktu dari sеbuah 
Pеraturan Pеrundang-Undangan Rеpublik Indonеsia sеhingga 
Pеmеrintah Kabupatеn Pasuruan dapat mеrujuk kеpada salah satu 
aturan tеrsеbut tеrkait dеngan waktu еksеkusi pеncairan dana sеrta CV. 
Jasa Tеman dan CV. Aladin Jaya Group tidak tеrhambat dalam 




















3. Kеbеradaan para pihak, yaitu aparatur pеmеrintah, kontraktor, 
konsultan dan masyrakat sadar akan hukum yang bеrlaku sеhingga 
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Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang maka dari itu 
pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi yang ada didalamnya 
terutama dalam hal perizinan haruslah maksimal  agar masyarakat tersebut merasa 
tidak dirugikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kesadaran 
masyrakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi 
publik memicu timbulnya gejolak yang berakar ketidak puasan. Di Kantor Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten 
Pasuruan pelayanan yang sudah diberikan sudah cukup bagus, akan tetapi masih 
saja terdapat beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan kewenangannya 
dalam melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Hal tersebut 
dikarenakan perpres no. 54 tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang 
bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis 
empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung 
mengunjungi lokasi penelitian terkait dengan Penerapan Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan karena kurang 
efektifnya perundang – undangan. Hasil yang ditemukan bahwa Faktor yang 
menghambat dalam proses pencairan dana pada CV. Jasa Teman dan CV. Aladin 
Jaya Group adalah faktor hukum yang mana kenyataan pada yang terjadi di 
lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana 
masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan masih belum 
ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap hasil pencairan dana 
tersebut, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group jangka waktu 
dalam pencairan dananya masih belum dapat diketahui karena belum adanya 
sebuah peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan dana. 
 
Kata Kunci : Efektifitas, Pencairan Dana Proyek, perpres no. 54 tahun 2010,   
























 Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, 
yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan 
(development). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan 
pelayanan publik.1 
 Kinerja birokrasi pada saat ini merupakan topik pembicaraan yang tiada 
hentinya untuk dikritisasi, hal tersebut karena kinerja aparatur negara yang dirasa 
kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dengan mudah 
dibuktikan dengan dimana tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidak puasan 
mereka. Harus diakui , bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat 
terus mengalami pembaharuan, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan 
seiring dengan meningkatnyan tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintah 
itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dapat kita lihat dari kedua sisi tersebut 
belumlah memuaskan bahkan masyrakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak 
berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. 
 Pada dasarnya bentuk pelayanan di Indonesia masih sangatlah buruk 
dikarenakan proses birokrasi itu sendiri yang sangat berbelit – belit. Ketidak -efisienan 
dan efektifnya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah satu 
faktor penghambat dalam memberikan bentuk pelayanan publik. Pelayanan dapat 
dikatakan baik, apabila pelayan tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, dan 
kepuasan tersebut akan tercapai apabila pelayanan yang mereka terima dapat melebihi 
apa yang mereka dapat. 
 Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang maka dari itu 
pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi yang ada didalamnya terutama 
dalam hal perizinan haruslah maksimal  agar masyarakat tersebut merasa tidak 
dirugikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kesadaran masyrakat 
terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu 
timbulnya gejolak yang berakar ketidak puasan.  
 Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana 
Proyek Di Kabupaten Pasuruan pelayanan yang sudah diberikan sudah cukup bagus, 
akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan 
kewenangannya dalam melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Beberapa 
kasus yang sering kali terjadi konsultan atau kontraktor tersebut telah melengkapi 
berkas – berkasnya namun pencairan dana proyeknya masih terkesan lama bagi mereka, 
salah satu kontraktor yaitu CV. Jasa Teman yang beralamat di Jalan Hngtuah Gg. III 
No.7A, Rt04/Rw01 Kel. Tambaan - Pasuruan. CV tersebut menerangkan bahwa sudah 
mengurus pencairan dana sesuai dengan prosedur tetapi tetap membutuhkan waktu yang 
lama untuk pencairan dana yang semestinya harus diterima yang sesuai dengan 
                                                             
1 Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber 


















perjanjian yang telah diperjanjikan. Hal tersebut dikarenakan perpres no. 54 tahun 2010 
tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang 
telah selesai dilaksanakan, sedangkan atas keterlambatan pembayaran kepada pengguna 
anggaran maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat dimintai ganti rugi bunga yang 
dihitung dari nilai tagihan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 122 huruf (a) perpres 
no. 54 tahun 2010 yang berbunyi : 
 PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam 
Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:  
a) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah 
sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat 
suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau  
b) dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak. 
 Adapun langkah – langkah pencairan dana proyek sesuai dengan peraturan 
presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan huruf (i), yakni 
: 
1. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; ( 
huruf (f) ) 
2. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan 
Berita Acara Penyerahan; ( huruf (g) ) 
3. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan ( huruf (h) ) 
4. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. ( huruf (i) ) 
 CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group mengatakan bahwa proses 
pencairan dana proyek mengalami hambatan pada proses pencairan dana di Badan 
Pengolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) yang biasanya 1 minggu paling cepat 
lamanya sekarang bahkan bisa sampai 1 bulan. CV. Jasa Teman juga mengatakan 
“kalau terjadi seperti ini terus tentu kami akan mengalami kerugian”. 
 Perpres no 54 tahun 2010 telah mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah.2 Hal tersebut tentunya berkaitan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang – 
Undang no 30 tahun 2014  tentang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 
(delapan) asas diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas 
ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas 
keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas pelayanan yang baik. 
 Asas – asas tersebutlah yang seharusnya menjadi acuan untuk pelayan publik 
yang terkhususkan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. 
Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan. 
 
A. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan? 
                                                             


















2. Apa faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten 
Pasuruan? 
 
B. Tujuan penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pencairan dana proyek di 
Kabupaten Pasuruan. 
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di 
Kabupaten Pasuruan. (Studi di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan) 
 
2. Metode Penelitian 
A. Jenis Penlitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis 
empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung 
mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah 
penelitian terhadap pelaksanaan perundang – undangan. Alasan penulis memilih 
yuridis adalah berdarkan judul yang diangkat Penerapan Asas Umum Pemerintahan 
yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. 
Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan karena kurang efektifnya 
perundang – undangan. 
 
 
B. Metode Pendekatan Penelitia 
 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosisologis digunakan 
untuk mengkaji Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor 
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di 
Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akan undang – 
undang no 30 tahun 2014 pasal 10. 
 
C. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan sehubungan 
dengan penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.  
 
D. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis data, yaitu 
data primer dan data sekunder. 
1. Data primer 
 Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari 
tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan 
spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, 


















internet. Data primer diperoleh dari kuisioner yang di sebarkan kepada pengunjung 
yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. 
Pencairan Dana yang dalam hal ini yakni konsultan dan kontraktor yang 
berkunjung ke kantor dinas tersebut. 
2. Data sekunder 
 Data  sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Data sekunder ini sifatnya mendukung data primer dalam 
hal ini yang di dapat dari Undang – undang, buku – buku ilmu pengetahuan hukum, 
jurnal, skripsi, perpustakaan Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum 
Universitas Brawijaya, serta internet yang berhubungan dengan Asas – Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
 Metode yang digunakan untuk menunjang penilitian ini menggunakan 
pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Menyebarkan Kuisioner 
 Yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan kuisioner terhadap responden 
yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama 
di bagian Pencairan Dana Proyek yang dalam ini yakni konsultan dan kontraktor. 
b. Wawancara 
 Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di kantor pemerintahan, 
konsultan, dan kontraktor kabupaten pasuruan serta dengan instansi yang terkait 
yaitu CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group. 
c. Studi Kepustakaan 
 Studi kepustakaan disini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang 
berupa peraturan Undang – Undang no 30 tahun 2014. 
 
F. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau 
seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keleseluruhan 
atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.  Populasi dalam penulisan skripsi ini 
yakni Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten 
Pasuruan, pengunjung Kantor Dinas tersebut. 
2. Sampel 
 Sample merupakan bagian dari dari populasi yang dapat mewaki populasi. 
Pengambilan sample dilakukan dengan cara penyebaran kusioner terhadap 
responden yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman yang dalam hal ini di tetapkan di Bagian Pencairan Dana Proyek. 
 


















 Analisis data adalah perorganisasian dan mengumpulkan data-data kedalam 
pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data.Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan penelitian Analisa deskripstif yaitu data 
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dalam bentuk kuisioner serta juga 
tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh. 
 
H. Definisi Operasional 
 Definisi Operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data 
sehingga tidak terjadi kebingungan terhadap data yang diambil untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis ini, maka penulis akan 
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap peneltian 
karya ilmiah ini sebagai berikut: 
a. Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
b. Undang – Undang no.30 tahun 2014 pasal10 
c. Responden Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam hal 
ini adalah konsultan dan kontraktor. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
A. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan 
Kondisi Geografis 
Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km2 terletak antara 
112o33’55” hingga 113o05’37” Bujur Timur dan antara 7o32’34” hingga 7o57’20” 
Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan 
Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah 
Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten 
Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, 
batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuarter muda (young 
quarternary) dan kuarter tua (old quarternary). 
 Selanjutnya secara topografis, kondisi Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan 
berdasarkan kelerengan dan ketinggian. Tingkat kelerengan Kabupaten Pasuruan 
meliputi : 
a. Kelerengan 0 - 2% : seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, 
Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, 
Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling. 
b. Kelerengan 2 – 5 : sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, 
Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, 
Beji, Winongan, Grati dan Nguling. 
c. Kelerengan 5 - 8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, 
Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, 


















d. Kelerengan 8 - 15% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, 
Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan 
dan Grati 
e. Kelerengan 15 - 25% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, 
Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji. 
f. Kelerengan 25 – 45% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, 
Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol. 




 Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan 
sebagai berikut : 
a. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai 
sejumlah 1.746.089 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 
880.810 jiwa dan perempuan sebanyak 865.279 jiwa, dengan sex ratio sebesar 
101,79. 
b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara 
proporsional terbagi menjadi kelompok diantaranya adalah tidak/belum tamat 
sekolah sebanyak 17,45% ,belum tamat SD/sederajat sebanyak  23,33%, 
tamat SD/sederajat sebanyak 28,91%, SLTP/sederajat sebanyak 13,57%, 
SLTA/sederajat sebanyak  : 13,98%, Diploma I/II/III sebanyak 
00,58%, Diploma IV/Strata 1 sebanyak 02,06% dan Strata 2/3 sebanyak 
00,11%. 
 Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat 
SD/sederajat, kemudian SLTP/SLTA/Sederajat, dan terendah pada jenjang 
pendidikan diploma/strata-1/2/3. 
 Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) 
sebagai berikut : 
1) Usia muda (0-14 tahun)    :    19,73% 
2) Usia produktif (15-64 tahun) :    73,22% 
3) Usia tua (65 tahun ke atas)    :    07,05% 
 Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan 
sebesar 36,57 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif 
menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). 
 Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional 


















pelajar/mahasiswa sebesar 15,03%, pensiunan sebesar 0,33%, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) sebesar 0,69%, TNI/Polri sebesar 0,20%, Petani/Peternak/Nelayan sebsar 
14,69%, Karyawan Swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, Buruh Harian Lepas 
sebesar 0,73%, Buruh Tani/Peternakan/Nelayan sebesar 1,46%, Guru/Dosen 
sebesar 0,64%, Dokter/Bidan/Perawat sebesar 0,07%, Pedagang/Wiraswasta 
sebesar 10,65% serta Lain-Lain sebesar 13,54%. 
 Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang belum/tidak bekerja 
sebesar 21,79%, kemudian karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, 
pelajar/mahasiswa 15,03%, petani/peternak/nelayan 14,69%, dan 
pedagang/wiraswasta 10,65%. 
 
Kondisi Ekonomi dan Sosial Daerah 
Potensi Daerah 
Posisi geografis Kabupaten Pasuruan yang berada delta jalur ekonomi Surabaya - 
Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya – Malang, dan Malang - 
Jember/Banyuwangi/Bali, sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis. Terlebih 
lagi dengan adanya jalan tol Gempol - Pandaan dan pembangunan jalan tol Gempol 
– Pasuruan yang sedang berjalan menjadikan Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan 
yang tepat bagi pengembangan investasi manufaktur. 
Tabel 1 
Nama Instansi yang terlibat dalam Proses Pencairan Dana Pemerintah 
Kabuaten Pasuruan 
Nama Proyek PK 9. Peningk. Jl Sukodermo - Kayoman Keperluan 
Dinas Bina Marga Kab. Pasuruan 
Tahun  2018 
Kategori Pekerjaan Konstruksi 
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 
Satuan Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Pagu Rp 800.000.000,00 
HPS Rp 798.561.500,00 
Nama Pemenang cv sumber mas abadi 
Alamat Ds. Dayurejo RT.23 RW.12 Kec. Prigen Kab. Pasuruan - 






Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian 
 Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan peningkatan volume PDRB atas 
dasar harga konstan antara tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. 
Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai dengan laporan ini disusun BPS 
Kabupaten Pasuruan belum menyampaikan datanya, sehingga data terakhir yang 


















tumbuh sebesar 5,47%. Kondisi tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan 
tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,69%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 
dipengaruhi oleh tiga lapangan usaha terbesar yaitu Transportasi dan Pergudangan 
yang tumbuh sebesar 8,40%, kemudian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum tumbuh sebesar 8,31%, dan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 
6,72%. Sedangkan 14 (empat belas) lapangan usaha lainnya dari 17 (tujuh belas) 
lapangan usaha mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,15%. Volume PDRB 
Kabupaten Pasuruan tahun 2015 mencapai Rp.103.59 Trilyun. Kontribusi terbesar 
pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 55,92%, kemudian Konstruksi 
13,51%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 9,23%, 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,05%, serta Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minum 3,63%. Sedangkan 12 (dua belas) lapangan usaha lainnya 
berkontribusi sebesar 9,66%. 
 
Pendapatan per Kapita dan Nilai Tukar Petani 
PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan 
perkapita masyarakat. PDRB perkapita tahun 2015 (angka 2016 belum tersedia di 
BPS Kabupaten Pasuruan) mencapai Rp. 65,929 juta per jiwa, sedangkan tahun 
2014 mencapai Rp. 60,468 juta per jiwa, sehingga terdapat kenaikan. Kondisi 
tersebut mencerminkan bahwa secara makro kesejahteraan masyarakat meningkat. 
Perkembangan PDRB perkapita disajikan pada gambar 5 dan 7. Sedangkan 
kesejahteraan petani diukur dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Tahun 
2016 angka NTP Kabupaten Pasuruan berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan 
mencapai 104,13, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 
angka 106,19. Meskipun demikian, angka NTP masih di atas angka 100 yang 
berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya. 
 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan dari aspek manusia dari tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan, dan 
ekonomi. IPM tahun 2016 mencapai angka 65,71 meningkat dibandingkan tahun 
2015 yang tercatat sebesar 65,04. Angka IPM beserta komponennya disajikan pada 
tabel 2. 
Tabel 2 
IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya 
Uraian 2013 2014 2015 2016 



























es Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan 
 Alokasi dana dalam sebuah proyek yang dilaksanakan dengan bekerja sama 
dengan pemerintah bersumber dari 2 sumber pendanaan yaitu Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Maksud diberikannya APBD adalah untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.3 Dalam hal ini 
pemerintah harusnya membiayai sebuah pelaksaan pembangunan desa yang berupa 
proyek pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman yang dijalankan oleh 
beberapa proyek di Kabupaten Pasuruan. 
 Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Maksud diberikannya APBD adalah untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa.4 Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi 
berpacu pada Perpres no 54 tahun 2010 pasal 35 ayat (3) yang dapat dilakukan 
dengan cara berikut : 
 
 
a) Pelelengan umum; 
Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa 
konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat di ikuti oleh semua 
Penyedia Barang/Pekerjaan Kostruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. 
b) Pelelangan terbatas; 
Pelelangan Terbatas, yaitu metode pemilihan Pekerja konstruksi untuk 
Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia mampu melaksanakan diyakini 
terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks adalah 
pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, 
menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai 
diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). 
c) Pemilihan langsung; 
                                                             
3 Perbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2 
4 Perbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2 
Angka Harapan Hidup (tahun) 69,80 69,83 69,83 69,86 
Angka Harapan Sekolah (tahun) 11,63 11,78 11,80 11,81 
Rata – rata Lama Sekolah (tahun) 6,08 6,36 6,50 6,58 


















Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi 
untuk pekerjaan yang paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 
d) Penunjukan langsung; 
Penunjukkan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan 
cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa, paket pengadaan 
barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 
e) Pengadaan langsung 
Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia 
Barang/Jasa tanpa melalui Pelelengan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat 
dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai paling tinggi yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 
 Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses 
pascakualifikasi dan tidak ada negoisasi teknis dan harga. Pengolaan keuangan 
daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang 
“Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah”. Pengolaan keuangan daerah harus 
berazaskan sebagai berikut : 
a) Keungan daerah harus dikelola secara tertib, 




f) Transparan, dan  
g) Bertanggung jawab. 




 Berdasarkan hasil dari wawancara kepada salah seorang karyawan CV. Jasa 
Teman yaitu alias menyun mengatakan bahwa6: 
“Pemilihan  penyediaan Sarana ini di lakukan dengan cara pemilihan langsung oleh 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana hal ini dikarenakan pengadaan 
pekerjaan yang tidak komplek dan bernilai tidak mencapai Rp. 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah). Selain itu pelelangan atau pengadaan kegiatan yang sederhana ini 
dilakukan dengan proses pascakualifikasi dan tidak melakukakan negoisasi teknis 
dan harga dalam pengaadan kegiatan”. 
 Selain itu, terdapat CV. Aladin Jaya Group yang telah mengajukan sebuah 
permohonan dalam pencairan dana proyek dan terlah dibebankan atas DPPA – 
SKPD No. 1.04.05.16.02.5.2 pada tanggal 2 Januari 2018 untuk mata anggaran 
                                                             
5 Permen Dalan Negeri no 13 tahun 2006 pasal 4 
6 Hasil Wawancara kepada Muhammad Mas Agus Suryokusumo selaku karyawan CV. Jasa Teman pada 


















kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi 
masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari salah satu 
karyawan yaitu alias telo mengatakan bahwa7: 
“Sebuah proses dalam pencairan dana sudah ditentukan yaitu 90 (Sembilan Puluh) 
hari kalendar terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 dan sudah selesai proses 
pencairan dana pada tanggal 17 Jui 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 
199.615.000,00 dan kami sudah mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 54 
tahun 2010 ” 
 Proses pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan 
Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan (i), yakni : 
a) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ 
KPA ; ( huruf (f) ) 
b) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA 
dengan Berita Acara Penyerahan ; ( huruf (g) ) 
c) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan 
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan ( huruf (h) ) 
d) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa. ( huruf (i) ) 
 Proses pencairan dana proyek baru dapat dilakukan ketika sudah memenuhi 
keempat poin diatas dan akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat perintah 
pencairan dana (SP2D). SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat perintah membayar 
(SPM). SPM merupakan dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran 
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 
Proses pencairan uang proyek barulah dapat dilakukan setelah mendapat SP2D 
selanjutnya bilyet giro (BG) untuk pencairan dana di bank. 
 Dalam sebuah perjanjian atau Surat Perintah Kerja dijelaskan beberapa bagian 
yang penting, seperti Nilai Kontrak, Waktu Pelaksaan, serta Sumber dana yang 
ditanggungkan pada Proyek tersebut. Namun disini penulis melihat adanya 
kejanggalan atas kurangnya bagian mengenai cara dalam melangsungkan pencairan 
dana terhadap proyek yang dilakukan antara pihak CV. Jasa Teman  maupun CV. 
Aladin Jaya Group dengan pemerintahan Kabupaten Pasuruan. 
 Dari hasil wawancara penulis, didapatkan sebuah permasalahan antara CV. Jasa 
Teman terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mana hal tersebut adalah 
pelaksaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang 
dianggap merupakan faktor pendukung untuk kesulitannya dalam melangsungkan 
pencairan dana adalah dikarenakan tidak adanya sebuah pengaturan mengenai 
jangka waktu dalam pencairan dana proyek yang bekerja sama dengan pemerintah. 
Penulis juga mendapatkan hasil dari wawancara bahwa dikarenakan jangka waktu 
                                                             


















yang diatur masih belum ada karena belum tertera pada peraturan perundang – 
undangan, sehingga hal tersebut bergantung dari diplomasi kepada pemerintah. 
 Pihak yang menerima pengadaan atau CV. Jasa Teman dalam SPK dituntut 
untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah di tetapkan oleh 
pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal 
yang telah dicantumkan. Namun, penetapan jangka waktu setelah proses 
administrasi tersebut tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, dirasa bahwa proses 
pencairan dana yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan khususnya kepada CV. 
Jasa Teman masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan terhadap 
waktu yang ditentuan setelah selesainya proses administrasi. 
 Adapun hasil wawancara kepada CV. Aladin Jaya Group menunjukkan bahwa 
CV. Aladin Jaya Group telah mengajukan sesuai dengan tahapan dalam proses 
pencairan dana mengenai hal – hal yang terkait dengan administrasi yang telah 
dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. 
 Berdasarkan pada hasil wawancara penulis terhadap CV. Aladin Jaya Group, 
didapatkan sebuah permasalahan antara CV. Aladin Jaya Group terhadap 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mana hal tersebut adalah pelaksaan 
pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang dianggap 
merupakan faktor pendukung untuk kesulitannya dalam melangsungkan pencairan 
dana adalah dikarenakan tidak adanya sebuah pengaturan mengenai jangka waktu 
dalam pencairan dana proyek yang bekerja sama dengan pemerintah. Penulis juga 
mendapatkan sebuah hasil hasil dari wawancara oleh alias telo selaku keryawan 
CV. Aladin Jaya Group mengatakan bahwa: 
 “Pada dasarnya CV. Aladin Jaya Group sudah melakukan proses administrasi 
sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terkait dengan proses 
pengumpulan dokumen, akan tetapi setelah jatuh tempo dan proses pendataan 
selama waktu yang ditetntukan yaitu 90 hari, belum ada keterangan untuk eksekusi 
terhadap pencairan dana dan kami menunggu pencairan dana tersebut.  
Pihak yang menerima pengadaan atau CV. Aladin Jaya Group dalam SPK dituntut 
untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah di tetapkan oleh 
pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal 
yang telah dicantumkan. Namun, setelah proses administrasi selesai, masih belum 
ada konfirmasi terkait dengan eksekusi terhadap pencairan dana. Disamping itu, 
proses pencairan dana tersebut akan segera cepat terealisasi ketika adanya sebuah 
kongsi antara pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak yang terkait 
berlandaskan pada material. Adanya sebuah kongsi yang telah dilakukan dirasa 
telah menyalahi asas good goverment.  Oleh karena itu, dirasa bahwa eksekusi 
pencairan dana yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan khususnya kepada CV. 
Aladin Jaya Group masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan 




















C. Faktor yang Menghambat Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan 
 Melihat dari beberapa faktor yang menghambat pencairan dana proyek di 
Kabupaten Pasuruan, maka akan dikaji sesuai teori yang dikemukakan oleh 
Soerjono Soekanto terkait denngan teori efektifitas hukum diantaranya yaitu8: 
1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik 
penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara 
kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, 
sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan 
suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai 
keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai 
hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Pada penelitian ini, yang 
menjadi faktor penghambat adalah faktor hukumnya sendiri. Dapat ditinjau bahwa 
masih adanya kekosongan terhadap hukum, dimana undang – undang tentang 
pencairan dana masih belum ada sehingga proses pencairan dana menjadi 
terhambat. Disamping itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya 
menjelaskan proses atau alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum ada 
landasan terhadap suatu peraturan yang eksplisit terkait dengan waktu yang 
ditentukan terhadap eksekusi pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang 
mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana setelah proses 
administrasi sudah dipenuhi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka 
proses tersebut berjalan dengan efektif. Upaya yang harus dilakukan adalah 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus bijak dalam suatu pengambilan keputusan 
terkait dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan rumusan peraturan perundang 
– undangan, dan disamping itu pemerintah harus membuat suatu perundang – 
undangan terkait dengan waktu pencairan dana agar berjalan dengan efektif. 
 Merujuk kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 
2013 ayat 2 yang menjelaskan bahwa sebagai dokumen yang disusun oleh PA, 
Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan pernyataan PA mengenai apa yang 
akan dilakukan dan dihasilkan, berapa anggaran yang disediakan, dan kapan uang 
tersebut akan dibayarkan oleh PA dalam suatu tahun anggaran tertentu. Pernyataan 
tersebut sekaligus menginformasikan bahwa PA akan melakukan pencairan 
dananya sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan 
anggaran. 
 
2) Faktor Penegak Hukum 
 Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas 
petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di 
                                                             
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 


















kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak 
hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau 
penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya, sering timbul 
persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau 
perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. 
Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut9. 
Jika dilihat dari sudut pandang hukum, proses administrasi pencairan dan sudah 
sesuai dengan peraturan presiden, akan tetapi jika dilihat dari faktor penegak 
hukum, pihak aparatur daerah melakukan sebuah kongsi terhadap pihak pemohon 
atau instansi terkait yang bersifat material. Pencairan dana tersebut akan cepat 
terealisasikan jika pihak instansi terkait memberikan dana lebih kepada beberapa 
oknum pada pihak BUD atau Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap proses 
pencairan dana yang bertujuan untuk segera terealisasikannya pencairan dana 
tersebut. Hal ini dirasa sagat menghambat proses pencairan dana karena tidak 
digunakannya prinsip akuntabilitas dalam aparatur tersebut. Selain itu, berdasarkan 
hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap karyawan CV. Aladin Jaya 
Group yaitu alias telo mengatakan bahwa: 
 “Biasanya setelah semua proses terhadap pengajuan pencairan dana pada 
Pemerintah Kabupaten pasuruan, akan ditentukn waktu lamanya proses tersbut 
dalam dokumentasi proses administrasi, setelah semua itu selesai, masih belum 
adanya konfirmasi dari pihak Pemerintah kabupaten Pasuruan terhadap eksekusi 
pencairan dananya serta biasanya pihak yang terkait yaitu pihak yang mengajukan 
jika mengetahui adanya linkworking (orang dalam) maka eksekusi dari pencairan 
dananya akan cepat” 
 Melihat dari hasil wawancara kepada karyawan CV. Aladin Jaya Group, maka 
dapat diindakasikan sebagai sebuah hambatan serta ketimpangan terhadap hukum 
dan aturan yang berlaku serta masih belum sesuai dengan prinsip good governance 
terkait dengan akuntabilitas yag dijalankan. Kenyataan pada yang terjadi di 
lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih 
belum efektif dikarenakan jangka waktu yang masih belum ditentukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga CV. Jasa Teman dann CV. Aladin Jaya 
Group terus menunggu bentuk pencairan dana tersebut karena dirasa sudah 
melakukan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 
 Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam eksekusi waktu yang akan 
ditentukan terkait dengan proses pencairan dana harus mengacu pada konsep Good 
Governnce yang tercantum pada Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 
3 butir 1 – 310  terkait dengan prinsip dari tata kelola pada badan pemerintahan 
yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai 
pengelolaan pemerintahan yang baik. Selain itu, prinsip yang harus dijalani adalah 
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akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ 
sehingga tata kelola pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat terlaksana secara efektif 
denga merumuskan suatu aturan untuk waktu yang ditentukan dalam eksekusi 
pencairan dana. 
 
3) Faktor Sarana dan Prasarana  
 Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat 
keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja 
dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi 
yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang 
sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas 
tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang 
seharusnya dengan peranan yang aktual . Pada proses pencairan dana, sarana dan 
prasarana sudah baik, akan tetapi setelah proses administrasi telah terpenuhi oleh 
pihak pemohon, sarana tersebut justru digunakan untuk mengkomunikasikan 
kepada pihak pemohon untuk kepentingan pribadi. Pencairan dana yang dilakukan 
akan terhambat keciali jika melakukan komunikasi kepada pihak BUD dengan 
sebuah kepentingan pribadi agar pencairan dana dapat terealisasikan. Hal ini akan 
menyalahgunakan sarana yang telah disediakan untuk proses kelancaran hukum.  
 Jika merujuk kepada wewenang dari bendahara umum negara, Menteri 
Keuangan dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Kuasa 
BUD diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu BUD secara 
bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme check and balance juga. 
 
4) Faktor Masyaraat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 
di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 
mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan 
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat 
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. kenyataan yang terjadi adalah bahwa 
pihak dari nstansi terkait menyalahgunakan aturan dengan meemberikan dana lebih 
atau suap kepada BUD agar eksekusi pencairan dana dapat terealisasi dengan cepat. 
Upaya yang harus dilakukan adalah pihak aparatur pemerintah juga harus menjalan 
prinsip good goverment dalam segala proses dimana hal tersebut akan berimplikasi 
terhadap kinerja aparatur yang bersih. 
 
5) Faktor budaya 
 Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang 
berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai 
apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga 


















adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis 
(perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat 
yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan 
tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, 
agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif11.  Kenyataan 
yang terjadi adalah bahwa adanya kongsi dari pihak aparatur dengan pihak instansi 
pemohon pencairan dana menjadi sebuah budaya yang sudah terbilang cukup lama. 
Hal ini akan menimbulkan suatu ketimpangan atas proses kinerja dan reputasi 
Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap budaya yang telah terjadi. 
 Upaya yang harus dilakukan adalah dengan audit secara serentak dan dilakukan 
pemberantasan terhadap tindakan KKN sehingga hal ini tidak lagi menjadi budaya 
pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun instansi terkait. 
 
4. Kesimpulan dan Saran 
A. Kesimpulan 
 Hasil penelitian yang berjudul Faktor – Faktor yang Menghambat dalam 
Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan (Studi di Kantor Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek) memberikan beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan proses serta hal yang menghambat 
dalam laju pencairan dana tersbut terhadap CV. Jasa Teman  dan CV. Aladin Jaya 
Group diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa CV. Jasa 
Teman dan CV. Aladin Jaya Group telah melakukan hal-hal terkait administrasi 
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. 
2) Faktor yang menghambat dalam proses pencairan dana pada CV. Jasa Teman 
dan CV. Aladin Jaya Group adalah faktor hukum yang mana Kenyataan pada 
yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi 
pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan 
masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap hasil 
pencairan dana tersebut, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group 
jangka waktu dalam pencairan dananya masih belum dapat diketahui  karena 
belum adanya sebuah peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan 
dana. Disamping itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya 
menjelaskan proses atau alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum 
ada landasan terhadap suatu peraturan yang eksplisit terkait dengan waktu yang 
ditentukan terhadap eksekusi pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang 
mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana, maka proses 
tersebut berjalan dengan efektif. 
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 Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat diambil, maka saran yang akan 
direkomendasikan adalah sebagai berikut: 
1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan seharusnya memberikan suatu rumusan waktu 
dalam suatu perundang – undangan sehingga aturan waktu yang ditentukan jelas 
dan baik tanpa melakukan suatu penentuan waktu yang yang belum dilandasi 
dengan sebuah peraturan perundang-undangan. 
2) Harus dibuat suatu ketentuan terkait dengan waktu dari sebuah Peraturan 
Perundang-Undangan Republik Indonesia sehingga Pemerintah Kabupaten 
Pasuruan dapat merujuk kepada salah satu aturan tersebut terkait dengan waktu 
eksekusi pencairan dana serta CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group 
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